
 

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN 

PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP   

AKUNTABILITAS KINERJA 

(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara) 

 

 

SKRIPSI 
 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

 Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  

Program Study Akuntansi  

 

 

 

Oleh : 

Nama    : Salsabilah Rifda Mahfuza 

NPM   : 1805170268 

Program Studi  : Akuntansi 

Konsentrasi  : Akuntansi Manajemen 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2023 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

i 

 

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah  

Provinsi Sumatera Utara 

 

 

Salsabilah Rifda Mahfuza 

 

Akuntansi 

 

salsamahfuza@gmail.com 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah 96 orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik kuisioner/angket yang diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Linear Berganda, Uji 

Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the 

Social Sciens) versi 25.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui 

Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, 

Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja, dan Kejelasan 

Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap Akuntabilitas Kinerja.  

 

 

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, dan 

Akuntabilitas Kinerja. 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Budget Goal Clarity and Budget Participation on Performance 

Accountability at the Regional Revenue Agency of North Sumatra Province 

 

Salsabilah Rifda Mahfuza 

 

Accounting 

 

salsamahfuza@gmail.com 
 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of budget 

target clarity and budget participation on performance accountability at the 

Regional Revenue Agency of North Sumatra Province. The approach taken in this 

research is associative. The population in this study were all employees who worked 

at the Regional Revenue Agency of North Sumatra Province. The sample used was 

purposive sampling with a total of 96 people. The data collection technique used in 

this study used a questionnaire / questionnaire technique which was tested for 

validity and reliability. The data analysis technique in this study used Multiple 

Linear Regression Analysis Test, Hypothesis Test (t Test and F Test), and the 

Coefficient of Determination. Data processing in this study used the SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciens) software program version 25.00. The 

results of this study indicate that it is known that Budget Goal Clarity affects 

Performance Accountability, Budget Participation affects Performance 

Accountability, and Budget Goal Clarity and Budget Participation jointly affect 

Performance Accountability.  

 

Keywords: Budget Goal Clarity, Budget Participation, and Performance 

Accountability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Akuntabilitas di pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Fenomena yang sering terjadi dalam perkembangan sektor publik 

di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-

lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Ruddin 2016). Dalam konsep 

pemerintahan yang baik akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dasar yang 

harus dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan 

benar. Oleh sebab itu, maka nilai akuntabilitas sangatlah penting diadopsi dalam 

mengelola pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen, bahwa tidak ada suatu 

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan harus dapat dipertanggung 

jawabkan (Yulianto and Muthaher 2019) 

Menurut (Mardiasmo 2021) akuntabilitas diartikan sebagai bentuk 

kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak 

dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan 

pemerintah yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan 

mendapat dukungan dari publik. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas 
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mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantiarno and 

Azlina 2011) 

Akuntabilitas kinerja harus diukur agar dapat diketahui bagaimana 

pemerintah itu melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran 

kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan atau kinerja non 

keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dilakukan dengan melihat laporan 

keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non 

keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai 

apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Mardiasmo 2021). Pada fenomena kali 

ini di dasari pada informasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera tentang laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2021. 

Tabel 1.1 

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 
 

No 
 

Kategori 
 

Nilai Angka 
 

Interpretasi 
Jumlah 

Pegawai  

Persentase  

% 

1 AA > 90 – 100 Sangat 

memuaskan 

 
 

- 
 

- 

2 A > 80 – 90 Memuaskan 1 0,57 

3 BB > 70 – 80 Sangat baik 3 1,70 

4 B > 60 – 70 Baik 21 11,93 

5 CC > 50 – 60 Sangat cukup 81 46,02 

6 C > 30 – 50 Cukup 69 39,20 

7 D > 0 – 30 Kurang 1 0,57 

Total 176 100 % 

 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya belum 

menunjukkan hasil yang diharapkan, yang dimana pada intrepretasi memuaskan 

hanya 0,57% sedangkan pada intrepetasi sangat cukup sampai mencapai 46,02%. 
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“Perlunya pembenahan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

untuk meningkatkan kualitas atau pertanggungjawaban kinerjanya dan instansi 

harus memiliki semangat transparansi sehingga akan melahirkan pelayanan publik 

yang baik, berkinerja tinggi, berkompeten dan pembiayaan efisien. Dalam berita ini 

tingkat akuntabilitas kinerja sebagian besar masih rendah karena intrepetasi yang 

diinginkan masih 0,57%, untuk menciptakan akuntabilitas kinerja disuatu instansi 

harus memiliki tata kelola yang baik serta berorientasi hasil” kata Syahlaini Siagian 

SP selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Senin 

(13/02/2023). Dan Ia mengakui perlunya pembenahan dilingkungan Badan 

Pendapatan Daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.  

Dapat dilihat tabel berikut : 

Tabel 1.2 

Capaian Indikator Kinerja Utama  Badan Pendapatan Daerah  

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 

1. Meningkatkannya 

Akuntabilitas Kinerja  

Penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja  

 

A 

 

CC 

2. Meningkatnya Kualitas 

Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Opini BPK atas Laporan 

Keuangan 

 

WTP 

 

WTP 

3. Tercapainya target semua 

jenis pendapatan pajak 

daerah 

- Nilai Pendapatan 

Pajak Daerah 

- Nilai Pendapatan 

Asli Daerah 

 

A 

 

B 

 

Dari tabel capaian indikator kinerja utama diatas dapat dilihat bahwasanya 

akuntabilitas kinerja tidak mencapai target yang diinginkan. Menurut Syahlaini 

Siagian SP, akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan daerah menunjukkan kurang 

optimalnya beberapa pegawai dalam pencapaian kinerjanya masing-masing. “Salah 

satu permasalahannya adalah kompetensi dalam penyusun laporan akuntabilitas 



4 

 

4 

 

kinerja. Kompetensi menyangkut kemampuan individu dalam melaksanakan tugas 

atau menentukan keputusan sesuai dengan peran, pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap produktifnya. Dengan kompetensi yang produktif akan membuat para 

birokrat selalu siap dalam menghadapi setiap tantangan dan mampu menghasilkan 

laporan kinerja yang berkualitas” kata Syahlaini Siagian SP. 

Ia juga menyampaikan “Masih ada beberapa hal yang lemah antara lain 

banyaknya peraturan yang masih tumpang tindih dan kontra produktif terhadap 

pembangunan, sistem pengawasan internal belum mampu mencegah terjadinya 

penyimpangan dan penyelewengan serta upaya penataan organisasi belum 

menunjukkan bahwa organisasi tetap ukuran, sehingga organisasi yang dibentuk 

cenderung tidak efisien. Sehingga akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara masih rendah yang dimana hasil realisasi tidak mencapai 

target yang diinginkan” tegas Syahlaini Siagian SP. 

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ginting 2014) dan  (Cantika 

2018) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja 

sangat penting karena dengan adanya akuntabilitas kinerja seorang karyawan 

bersedia mengemban tanggung jawab dari pekerjaan yang mereka kerjakan. 

Sedangkan menurut penelitian (Agustiningsih 2021) yang menyatakan bahwa 

akuntabilitas sangat penting untuk meningkatkan keefektifan pengukuran kinerja 

dalam rangka implementasi otonomi daerah demi teruwujudnya good governance. 

Penelitian lainnya menurut (Gani 2020) menyatakan bahwasanya akuntabilitas 

kinerja dapat membantu menilai apakah pemerintah daerah telah mencapai tujuan 

yang diharapkan, dan apakah kepercayaan yang diberikan untuk mengelola sumber 
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daya yang ada telah dimanfaatkan dengan baik, dengan kata lain apakah pemerintah 

telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. 

Instansi pemerintah yang sehat dapat mencerminkan kepentingan dan 

pengharapan kepada masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dengan efisien dan 

efektif. Anggaran merupakan suatu aspek terpenting dalam menyusun rencana dan 

misi secara sistematis pada periode yang sudah ditentukan. Anggaran memiliki 

posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan 

keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Adanya 

sasaran anggaran yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Peran 

anggaran sangat penting dalam lingkup pemerintahan terutama dalam 

akuntabilitasnya. Faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu salah 

satunya adalah kejalasan dalam menentukan sasaran suatu anggaran. Kejelasan 

sasaran anggaran menggambarkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara 

jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap 

pencapaiannya. Kejelasan tujuan anggaran merupakan hal yang paling penting 

dalam pencapaian suatu tujuan organisasi karena akan menentukan arah tujuan 

suatu organisasi.  

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran 

ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. 

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran 

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. aparat akan memiliki 

informasi yang cukup untuk memprediksi (Amril 2014). 
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Pada penelitian ini, penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara menurut Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 

Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan 

Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah 

satu satuan kerja perangkat daerah yang rnempunyai tugas melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah dibidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pelaksanaan kejelasan sasaran anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara telah menyusun rencana kegiatan dengan jelas dan spesifik akan 

tetapi didalam implementasinya program yang telah dibuat tidak mencapai target 

yang telah ditentukan sehingga akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Berikut ini persentase capaian kinerja 

sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.  

Tabel 1.3 

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

No Tahun Target Realisasi % 

Pajak Kendaraan Bermotor 

 

1 

2018 1.750.758.714.765,00 2.048.416.695.396,00 117,00 

2019 1.986.414.422.977,00 1.995.480.813.304,00 100,46 

2020 2.060.552.596.410,00 2.129.303.940.098,00 103,34 

2021 2.293.605.395.740,00 2.275.499.564.512,00 99,21 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

 

2 

2018 1.185.526.937.732,00 1.426.420.236.038,00 120,32 

2019 1.404.009.027.338,00 1.315.420.245.168,00 93,69 

2020 983.131.112.260,00 1.000.119.789.912,00 101.73 

2021 1.238.578.316.758,00 1.328.477.361.738,00 107.26 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 

3 

2018 785.000.000.000,00 879.614.026.777,00 112.05 

2019 666.216.293.511,00 830.000.000.000,00 124.58 

2020 882.786.893.431,00 812.843.402.651,00 92.08 

2021 1.153.780.741.060,00 224.164.945.715,00 19.43 

Pajak Air Permukaan 
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 2018 577.000.000.000,00 44.081.647.284,00 7.64 

4 2019 1.150.500.000.000,00 41.337.679.091,00 3.59 

2020 62.489.854.175,00 68.595.314.040,00 109.77 

2021 115.423.620.760,00 7.986.578.976,00 6.92 

Pajak Rokok 

 

5 

2018 916.611.489.000,00 820.823.479.280,00 89.55 

2019 875.186.927.968,00 511.017.836.756,00 58.39 

2020 937.496.196.029,00 1.060.735.475.689,00 113.15 

2021 12.345.678,00 87.654.321,00 710.00 

Sumber :   Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 

 

Dilihat dari tabel diatas pada Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 

sampai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan, penurunan ini disebabkan 

oleh keterlambatan masyarakat dalam proses pembayaran pajak. Karena tidak 

sedikit masyarakat  yang lupa dengan tanggal jatuh tempo. 

Namun berbeda dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pada Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga 

tidak mencapai target dikarenakan keterlambatan masyarakat dalam proses 

pembayaran pajak. Selain itu karena adanya pengaruh perekonomian disaat 

pandemi covid-19. Tetapi pada tahun berikutnya penerimaan bea balik nama 

kendaraan bermotor mulai meningkat kembali realisasinya. 

Sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, berdasarkan pada 

evaluasi diatas, diketahui realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor pada tahun 2018 sampai tahun 2019 cenderung meningkat, kemudian 

pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan. Berdasarkan rekapitulasi 

data per item, pendapatan pajak daerah di dominasi PBBKB. Hal itu masih 

dipengaruhi oleh tingginya konsumsi BBM, termasuk penggunaan pribadi 

masyarakat yang pertumbuhannya sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.  

Pada Pajak Air Permukaan, dapat dilihat dari realisasinya tahun 2018 – 2021 

mengalami pendapatan yang turun-naik dan pajak air permukaan ini merupakan 
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penerimaan pajak terendah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya dengan 

realisasi penerimaan yang paling tinggi pada tahun 2020 sebesar  109,77% dan 

realisasi penerimaan paling rendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,59%. Tingkat 

efektivitas penerimaan Pajak Air Permukaan di Sumatera Utara tidak efektif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara kurang serius 

dalam memperhatikan, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber sumber 

penerimaan yang tergolong dalam objek pajak air permukaan serta faktor-faktor 

lain yang mempengaruhi penerimaan pajak air permukaan. Hal tersebut disebabkan 

oleh penurunan efektivitas pajak air permukaan dari tahun ke tahun sehingga 

mengurasi kontribusinya terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. 

Sedangkan Penerimaan Pajak Pokok, dapat dilihat realisasi penerimaan 

pajak rokok pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-

2021 mengalami pertumbuhan naik-turun yang dimana pada tahun 2021 

penerimaan ajak rokok cenderung sangat menaik dikarenakan cukai rokok setiap 

tahunnya mengalami kenaikan yang ditentukan oleh kementerian keuangan pusat. 

Selain itu juga konsumen rokok semakin tahun semakin bertambah. Jadi otomatis 

penerimaan pajak rokok juga ikut meningkat setiap tahunnya. 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi 

pendapatan yang diperoleh dari pajak ada yang meningkat atau melebihi target 

tetapi ada juga mengalami penurunan realisasi dari target yang ditentukan bahkan 

yang terendah yaitu hanya 3,59% realisasi dari target yang ditentukan yaitu 

pendapatan dari pajak air permukaan pada tahun 2019. Pada tabel tersebut 

pelaksanaan kejelasan sasaran anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
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Sumatera Utara telah menyusun rencana kegiatan dengan jelas dan spesifik akan 

tetapi didalam implementasinya program yang telah dibuat tidak mencapai target 

yang telah ditentukan sehingga akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara belum optimal. 

Penelitian terdahulu terkait kejelasan sasaran anggaran yang telah dilakukan 

oleh (Nengsy 2017) (Zakiyudin and Suyanto 2015) (Cantika 2018) (Amril 2014) 

dan (Sumarni 2019) menyatakan bahwasanya berpengaruh secara signifikan 

terhadap akuntabilitas kinerja, tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Sari 2016) (Agustin 2018) (Kaltsum and Rohman 2014) (Gani 2020) dan 

(Rahayu and Yudi 2021) menyatakan bahwasanya kejelasan sasaran anggaran tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 

Disamping kejalasan sasaran anggaran, maka partisipasi penyusunan 

anggaran juga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Partisipasi penyusunan 

anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh seseorang dalam proses 

penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan 

yang secara umum dapat meningkatkan prestasi (kinerja) yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan efektivitas suatu organisasi (Suwarno, Kamaliah, and Zulbahridar 

2013) . Adanya partisipasi anggaran mendorong setiap pimpinan untuk 

meningkatkan prestasinya dan menganggap bahwa target organisasi adalah 

merupakan target pribadinya juga. 

Pada Badan Pendapatan Daerah masalah yang terjadi pada partisipasi 

anggaran yaitu, “Kurangnya partisipasi anggaran digambarkan dengan kurangnuya 

kerja sama antara sesama manajer terkait informasi tentang partisipasi penyusunan 

anggaran. Hal tersebut menggambarkan kurangnya partisispasi manajer dalam 
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melaksanakan tanggung jawabnya untuk penyusunan anggaran. Akibat kurangnya 

kerjasama tersebut maka kinerja manajerial akan berdampak buruk bagi perusahan 

karena tidak efektif menjalankan perencanaan, investigasi, koordinasi evaluasi, 

supervisi, staffing, negosiasi, representasi dalam perusaahaan. Dimana dalam 

penyusunan anggaran hanya manajer keuangan yang mengetahui kemana anggaran 

tersebut akan dikelola tanpa melibatkan manajer bagian unit lainnya. Hal tersebut 

menggambarkan kurangnya partisispasi manajer dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya untuk penyusunan anggaran. Akibat kurangnya kerjasama tersebut maka 

kinerja manajerial akan berdampak buruk bagi perusahan karena tidak efektif 

menjalankan perencanaan perusahaan” kata Syahlaini Siagian SP, Rabu 

(08/02/2023). 

Adapun penelitian terdahulu mengenai partisipasi anggaran oleh (Suwarno 

et al. 2013) (Amril 2014), (Sinaga 2018), (Allorante 2021) dan (Nengsy, Sari, and 

Agusti 2013) yang menyatakan bahwasanya partisipasi anggaran berpengaruh 

secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Ginting 2009), (Sumarni 2019), (Azka 2018), (Sari et al. 2014) dan 

(Prayogi 2019) menyatakan bahwasanya partisipasi anggaran tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja. 

Alasan penulis memilih objek penelitian adalah  pelaksanaan partisipasi 

penyusunan anggaran staf/pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara tidak ikut terlibat dalam proses penetapan anggaran. Penetapan Anggaran 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara hanya ditetapkan oleh tim 

khusus saja, sehingga kebutuhan memberikan pendapat pegawai dan besamya 

pengaruh terhadap penetapan besamya anggaran tidak diikutsertakan. Karena tidak 

terlibatnya kinerja bawahan/pelaksana dalam proses penyusunan anggaran 
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sehingga menyebabkan apa yang dianggarkan tidak mencapai realisasi yang didapat 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Berdasarkan fenomena dan gap research diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran 

dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Kejelasan sasaran anggaran yang kurang terlaksana dengan baik  

2. Staf/pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi 

Sumatera Utara banyak yang tidak ikut terlibat dalam proses penyusunan 

anggaran. 

3. Ada beberapa hal yang lemah seperti banyaknya peraturan yang masih tumpang 

tindih dan kurangnya sistem pengawasan pada pegawai sehingga intrerpretasi 

pada akuntabilitas kinerja masih sangat cukup dari yang diharapkan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka  rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ? 

2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara? 

3. Apakah kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara? 
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis :  

1.  Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada  Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

2.  Pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

3.  Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran secara bersama- 

sama terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 

 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 

1.  Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi akuntabilitas 

kinerja serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun 

penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

2.  Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak pimpinan dalam 

melakukan akuntabilitas kinerja yang benar dan efisien tanpa melanggar 

undang-undang yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah 

akuntabilitas kinerja di masa mendatang. 
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3.  Bagi Peneliti berikutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka 

di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan refrensi khususnya yang 

berhubungan dengan akuntabilitas kinerja peneliti selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Akuntabilitas Kinerja 

2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja 

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability yang berarti 

keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas 

menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut (Mardiasmo 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban 

pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban. 

Menurut (Ikhwandha 2018) akuntabilitas adalah bentuk 

pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan 

dalam bentuk pelaporan olehpihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi 

amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. 

Sedangkan menurut (Turner and Hulme 2014) akuntabilitas adalah 

pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat 

untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal 

maupun secara horizontal 

Menurut (Septiana and Widjaja 2020) mengungkapkan bahwa, kinerja 

merupakan terjemahan dari prestasi yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah 

proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 
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tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur 

(dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 

Adapun (Jufrizen and Rahmadhani 2020) bahwa kinerja adalah hasil kerja 

yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan 

aktivitas kerja.  

Sejalan dengan pendapat yang lain, (Syahputra and Jufrizen 2019) 

menyimpulan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. 

Sesuai Inpres No 7 Tahun 1999 akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban 

suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut (Dhamayantie and Fauzan 

2017) akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

Akuntabilitas kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang 

disusun secara periodik (Mardiasmo 2021). 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau 

kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan setiap 

kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana 
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kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

2.1.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja, yaitu : 

1) Penerapan good governance (Kusuma 2014).  

Good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja guna 

meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain 

itu, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah 

konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya 

akuntabilitas kinerja. 

2) Kejelasan Sasaran Anggaran (Harsanti 2013) 

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, karena 

dengan sasaran anggaran yang jelas maka tujuan anggaran yang ditetapkan 

dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

3) Pengendalian intern (Rahman and Rachman 2021). 

Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerrja, karena 

pengendalian intern merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan 

sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset perusahaan dari 

kerugian atau korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan. 

4) Partisipasi anggaran (Subroto 2014) 

Partisipasi anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja dengan adanya 

partisipasi pegawai dalam melakukan penyusunan anggaran diharapkan 

masyarakat dapat mengungkapkan aspirasinya atau keinginannya sehingga 

mewujudkan akuntabilitas kinerja yang maksimal. 
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2.1.1.3. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas Kinerja  

 Menurut (Suprapto 2014), pengertian tujuan adalah pencapaian misi 

tertentu dan dapat dicapai dalam waktu singkat. Tujuan adalah pernyataan tentang 

keadaan di mana suatu organisasi atau perusahaan ingin mencapai ini dan 

pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk 

itu 

 Adapun tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja adalah untuk 

mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan 

mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa 

yang seharusnya terjadi (Mardiasmo 2021). Apabila dalam akuntabilitas terjadi 

penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera 

dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

 Dalam instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 dikatakan bahwa tujuan 

akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya good governance. 

 Menurut (Ghartey 2014) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, 

siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus 

dilaksanakan. 

 Pengertian Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah guna atau faedah, laba atau untung. Dari pengertian diatas maka dapat 

dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan 

perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalaam suatu pranata. 
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Adapun manfaat akuntabilitas kinerja menurut (Santoso 2013), yaitu : 

1) Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah antara lain melalui 

perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi kinerja serta pengembangan nilai-nilai 

akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut 

2) Mengevaluasi dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab 

3) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

4) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi 

secara efisien,efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungan.  

 

2.1.1.4. Indikator Akuntabilitas Kinerja 

(Turner and Hulme 2014) mengemukakan bahwa akuntabilitas kinerja 

merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk 

mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti: 

1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan 

2) Keberadaan kualitas moral yang memadai 

3) Kepekaan 

4) Keterbukaan 

5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal 

6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas. 
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Menurut (Sofyani and Akbar 2013) untuk mengukur akuntabilitas kinerja 

dapat dilihat melalui beberapa indikator akuntabilitas kinerja yang meliputi: 

1) Kejelasan sasaran anggaran, visi, misi suatu program  

Kejelasan sasaran anggaran, visi dan misi suatu program harus dipahami oleh 

semua pegawai dan pimpinan sesuai rencana strategik organisasi agar 

terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik. 

2) Menetapkan dan mengontrol indikator kinerja, verifikasi dan melaporkan 

program yang yang berjalan pada setiap kegiatan serta melakukan analisis 

keuangan. 

3) Mengakomodir setiap perubahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja. 

Mengakomodir setiap perubahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja 

sebagai bahan pertimbangan dalam rencana kegiatan agar dapat menghasilkan 

laporan akuntabilitas kinerja yang baik 

4) Antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan memiliki keterkaitan 

satu sama lainnya. 

Menurut (Raba 2014), untuk mengukur akuntabilitas kinerja dapat dilihat 

melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :   

1) Adanya kepatuhan terhadap prosedur 

2) Adanya pelayanan publik yang murah biaya 

3) Adanya kepatuhan terhadap standar waktu 

4) Adanya pelayanan publik yang responsive 

Lain halnya menurut (Dadang 2017) indikator akuntabilitas ialah : 

1) Adanya kesesuain antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan 
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2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 

kegiatan 

3) Adanya output dan outcome yang terukur 

Sedangkan menurut (Budiarto, Setyaningrum, and Sari 2020) indikator 

akuntabilitas kinerja yaitu : 

1) Ada proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis 

2) Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu program 

3) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan 

4) Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa 

akses publik 

5) Sistem informasi manajemen dana monitoring hasil. 

 

2.1.2. Kejelasan Sasaran Anggaran 

2.1.2.1. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran 

Menurut (Garrison, Noreen, and Brewer 2013) anggaran merupakan 

pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana, 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah 

yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara 

eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat 

menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran 

mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya 

perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode 

tahunan. 
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Anggaran dapat diintepretasikan sebagai pernyataan perkiraan penerimaan 

dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode 

mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan 

dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu (Bastian 2014). 

Menurut (Baldric Siregar 2013) anggaran adalah rencana manajemen yang 

tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Agar dapat menumbuhkan partisipasi 

dan motivasi para manajer dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka 

semua tingkatan manajemen dari semua bagian harus dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran. Anggaran yang realistis akan meningkatkan koordinasi antar individu, 

terlaksananya kebijakan manajemen dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut (Gomes 2016), anggaran merupakan dokumen yang berusaha 

untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan 

yang diproyeksikan. Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas 

organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi 

mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai 

tujuan tersebut. Menurut (Supriyono 2018), penganggaran merupakan perencanaan 

keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) 

keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. 

Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat 

menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Bastian 2014) oleh karena itu 

kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di 

lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, 

sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Menurut (Yulianto and Muthaher 2019) kejelasan sasaran anggaran 

berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang 

ingin dicapai instansi pemerintah, ketidakjelasan sasaran anggaran akan 

menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas 

dalam bekerja, hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan. 

Menurut (Amril 2014) kejelasan sasaran anggaran adalah merupakan tujuan 

anggaran yaitu sebagai alat perencanaan, dengan adanya anggaran, organisasi tahu 

apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat. 

Kejelasan sasaran anggaran menggambarkan seberapa luas sasaran 

anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dapat dimengerti oleh pihak 

yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Sasaran anggaran yang tidak 

jelas, dapat menyebabkan tekanan, kebingungan, dan ketidakpuasan karyawan 

dalam bekerja, sehingga akan berdampak buruk terhadap kinerja manajerial (Sitepu 

2016). 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan jika kejelasan sasaran 

anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan 

spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. 

2.1.2.2.Tujuan dan Manfaat Kejelasan Sasaran Anggaran 

Tujuan kejelasan sasaran anggaran menurut (Khumaidah 2018), yaitu : 
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1) Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang 

hendak dicapai manajemen. 

2) Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan yang dilakukan 

secara jelas. 

3) Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok  dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut (Putra 2013) menyatakan bahwa manfaat  kejelasan sasaran 

anggaran adalah sebagai berikut : 

1) Meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran 

anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja.  

2) Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang jelas 

akan memberikan gambaran yang akan dicapai.  

3) Menghilangkan kejenuhan.  

4) Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai. 

5) Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih 

lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi 

untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami arah 

perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas. 

2.1.2.3. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran 

Indikator Kejelasan sasaran anggaran menurut  (Mardiasmo 2021) adalah: 

1) Jelas 

Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas dan tidak 

bermakna ganda.  
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2) Spesifik 

Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spedifik dan detail, 

agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. 

3) Mengerti 

Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan harus mudah dimengerti 

serta menjadi prioritas utama. 

Menurut (Indudewi et al. 2020) kejelasan sasaran anggaran diukur 

menggunakan 5 indikator yaitu:  

1) Spesifik  

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak 

menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus 

memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan 

terbaiknya. 

2) Terukur 

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan 

penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, 

perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian. 

3) Menantang tapi Realistis  

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih 

memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin 

dicapai, market share yang ingin dimiliki. 

4) Berorientasi pada hasil akhir  

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai 

bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah 

ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitasn sasaran yang dicapai. 
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5) Memiliki batas waktu 

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir 

yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan yang sesuai 

dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai 

target sasaran output dan outcome 

Menurut (Gani 2020) kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan 3 

indikator yaitu: 

1) Sasaran anggaran telah diketahui dengan jelas dan spesifik. 

Sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas dan tidak 

bermakna ganda dan harus diuraikan secara spediik dan detail, agar tidak 

menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam 

2) Jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang 

direalisasikan. 

Jumlah anggaran harus sesuai dengan jumlah anggaran yang direalisasikan agar 

hasil jumlah anggaran menjadi jelas  

3) Pelaksanaan anggaran harus sesuai SOP. 

Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik 

ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, maka pelaksanaan anggaran harus 

sesuai dengan standar operasional prosedur agar memperoleh hasil yang efektif. 

2.1.3. Partisipasi Anggaran 

2.1.3.1. Pengertian Partisipasi Anggaran 

Partisipasi adalah keterlibatan individu yang bersifat mental dan emosional 

dalam situasi kelompok bagi pencapaian tujuan bersama dan berbagi tanggung 

jawab bersama (Dwiningrum 2014) . Partisipasi yang diberikan oleh individu bukan 

hanya aktivitas fisik tetapi juga sisi psikologis, yaitu seberapa besar pengaruh yang 
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dianggap dimiliki oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Partisipasi 

anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara 

langsung dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang 

prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian 

tujuan anggaran (Amril 2014).  

Melalui adanya partisipasi anggaran tersebut, dapat terlihat bahwa adanya 

interaksi antara para karyawan dengan atasannya. Oleh kerena itu, para karyawan 

tersebut dapat melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan 

anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir,dan revisi anggaran yang 

diperlukan. Seseorang karyawan yang terlibat dalam pengambilan keputusan 

penganggaran, maka ia akan termotivasi dalam situasi kelompok karena telah diberi 

kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas, sehingga tujuan 

bersama akan ebih mudah tercapai karena adanya keterlibatan secara pribadi dan 

kesediaan untuk menerima tanggung jawab masing-masing. Rasa tanggung jawab 

ini pada akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer yang bersangkutan.  

Menurut (Garrison et al. 2013) mengartikan partisipasi anggaran merupakan 

anggaran yang disusun dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari seluruh 

manajer pada segala tingkatan. Pendekatan penganggaran yang memungkinkan 

para manajer yang akan bertanggung jawab atas kinerja anggaran, untuk 

bepartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran 

mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan 

mendorong kreativitas (Suwarno et al. 2013). 

2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Partisipasi Anggaran 

Menurut (Nafarin 2017) menyebutkan tujuan partisipasi anggaran : 
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1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga 

dapat mempermudah pengawasan. 

4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal. 

5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi 

lebih jelas dan nyata terlihat. 

6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan 

dengan keuangan. 

Menurut (Yanti 2014), tujuan disusunnya suatu anggaran adalah: 

1. Mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian. 

2. Sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari 

disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu 

kebijaksanaan keuangan di masa yang yang akan datang. 

3. Sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi, sehingga membangkitkan 

motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. 

4. Sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga 

kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh 

semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan. 

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan 

jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat dipenuhi, anggaran akan 
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menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan 

tujuan dan sasaran perusahaan.  

(Nafarin 2017) menyebutkan manfaat partisipasi anggaran adalah: 

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 

3. Dapat memotivasi pegawai. 

4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

6. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan 

seefesien mungkin. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat 

anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen 

dalam pelaksanan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai 

pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.3.3.Indikator Partisipasi Anggaran 

Menurut (Falikhatun 2014), menyatakan bahwa indikator partisipasi 

anggaran yaitu: 

1. Keterlibatan 

Keuangan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah juga 

merupakan pembiayaan setiap program dan kegiatan pemerintahan. 

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang 

tercermin dalam penyusunan APBD, dengan tahapan penyusunan rencana 

kerjaanggaran dan persetujuan raperda APBD, proses penyusunan APBD ini 

melibatkan partisipasi setiap pegawai mulai dari level kasubag hingga kepala 
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dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara tidak langsung berdampak pada 

etika dalam bekerjaya itu tangungjawab dalam anggaran.  

2. Pengaruh 

Partisipasi anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu 

terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target 

anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut 

3. Komitmen 

Karena identifikasi dan ego-keterlibatan dengan tujuan anggaran, partisipasi 

berkaitan dengan kinerja dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan 

komitmen terhadap budget.  

Menurut (Prayogi 2019) indikator partisipasi anggaran adalah sebagai berikut:  

1. Keterlibatan proses 

Proses penyusunan anggaran melibatkan partisipasi setiap pegawai mulai dari 

level kasubag hingga kepala dinas. Namun partisipasi anggaran juga secara 

tidak langsung berdampak pada etika dalam bekerjaya itu tangungjawab dalam 

anggaran 

2. Rasa puas 

Rasa puas dalam pekerjaan dicermikan oleh perasaan karyawan untuk 

pekerjaannya ketika telah mencapai suatu prestasi atau mendapatkan sesuatu. 

3. Kepentingan berpendapat 

Pentingnya dalam berpendapat adalah hak setiap warga untuk menyampaikan 

sesuatu dengan lisan, tulisan atau sebagainya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya berpendapat 
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dalam penyusunan anggaran maka seluruh pegawai berpartisipasi dalam 

memberikan pendapat. 

4. Kesediaan berpendapat. 

Bersedianya setiap pegawai dalam berpendapat agar mendapatkan hasil yang 

diharapkan. 

 Menurut (Putri 2021) indikator partisipasi anggaran terdiri dari:  

1. Keterlibatan semua pihak dalam penyusunan anggaran 

2. Kesempatan berpartisipasi 

3. Konfirmasi pelaksanaan anggaran 

4. Kontribusi 

5. Pengaruh, penetapan perencanaan anggaran, dan kesesuaian anggaran. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 

 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

 
No. Nama Judul Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 
1. Herda 

Nengsy 
(2017) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Anggaran 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Manajerial 
pada PTPN V. 

Variabel X 
(Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran), 
serta 
menggunakan 
metode 
kuantitatif. 

Pada variabel Y 
(Akuntabilitas 
Kinerja 
Manajerial), 
serta objek 
penelitian, 
populasi dan 
sampel yang 
berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja 
manajerial.    

2. Yulia Cantika 
(2018) 

 
 

Pengaruh 
Perencanaan 
Anggaran, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 

Membahas 
variabel X 
(Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran) dan 
variabel Y 

Pada variabel X 
(Pengaruh 
perencanaan 
anggaran, 
Sistem 
Pelaporan dan 

Kejelasan sasaran 
anggaran, 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
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Sistem 
Pelaporan dan 
Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Pemerintahan 
Kabupaten 
Polewali 
Mandar 

(Akuntabilitas 
Kinerja), serta 
menggunakan 
metode 
kuantitatif. 

Sistem 
Pengendalian) 
serta populasi 
dan sampel 
yang digunakan 
berbeda. 

akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah.  

3. Nina Sumarni 
(2019) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Partisipasi 
Anggaran, 
Akuntabilitas, 
Terhadap 
Kinerja 
Manajerial 
(Studi Pada 
Badan 
Keuangan 
Daerah 
Kabupaten 
Siak) 

Menggunakan 
variabel X1 dan 
X2 , serta 
menggunakan 
metode 
penelitian 
kuantitatif 

Membahas 3 
variabel X, 1 
diantaranya 
yang berbeda 
adalah X3 

(Akuntabilitas), 
populasi dan 
sampel serta 
studi kasus 
yang digunakan 
berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran, 
partisipasi 
penyusunan 
anggaran 
berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap kinerja 
manajerial 

4. Atika 
Hasanah 
(2021) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 
Dan 
Partisipasi 
Anggaran 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja (Studi 
Kasus Pada 
Badan 
Kepegawaian 
Negara 
Kantor 
Regional VI 
Medan) 

Membahas 
variabel X1, X2, 
dan Y, serta 
sama-sama 
menggunakan 
jenis penelitian 
asosiatif 
dengan metode 
kuantitatif. 

Populasi dan 
sampel 
berbeda, serta 
pengumpulan 
data yang 
dilakukan 
hanya dengan 
wawancara, 
sedangkan 
penelitian ini 
menggunakan 
kuisioner. 

Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah pada 
Badan 
Kepegawaian 
Negara Kantor 
Regional VI 
Medan. 
Partisipasi 
anggaran tidak 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah pada 
badan 
kepegawaian 
negara kantor 
Regional VI 
Medan.   

5. Fitri Yani 
(2019) 

Pengaruh 
Partisipasi  
Penyusunan 

  Partisipasi 
penyusunan 
anggaran, 
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Anggaran, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja Badan 
Pendapatan 
Daerah 
Kabupaten 
Ogan Ilir 

kejelasan sasaran 
anggaran secara 
simultan 
memengaruhi 
akuntabilitas 
kinerja. 

6. Afilu 
Hidayatullah 

dan Irine 
Herdjiono 

(2015) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Pengendalian 
Akuntansi, 
Sistem 
Pelaporan 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja SKPD 
Di Merauke. 

X1 (Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran), dan 
Y 
(Akuntabilitas 
Kinerja), serta 
menggunakan 
jenis penelitian 
asosiatif kasual 
dan pendekatan 
kuantitatif. 

Pada X2 

(Pengendalian 
Akuntansi) 
tidak 
digunakan 
dalam 
penelitian ini, 
populasi dan 
sampel serta 
studi kasus 
yang digunakan 
berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran, 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja Di 
Merauke. 

7. Dewi 
Aprilianti, 
Mulyaning 

wulan, 
Herwin 

Kurniawan 
(2020) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Pengendalian 
Internal dan 
Sistem 
Pelaporan 
Terhadap 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah di 
Kecamatan 
Wilayah 
Jakarta 
Selatan 

X1 (Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran), 
serta 
menggunakan 
sampel dengan 
rumus slovin 
dan 
menggunakan 
jenis penelitian 
asosiatif kasual 
dan pendekatan 
kuantitatif. 

Membahas 3 
variabel X, 2 
diantaranya 
yang berbeda 
adalah X2 

(Pengendalian 
Inter) dan X3 

(Sistem 
Pelaporan), 
serta populasi 
dan studi kasus 
yang digunakan 
juga berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
negatif terhadap 
akuntabilitas 
kinerja instansi 
pemerintah  

8. Karismawati 
Agustin 
(2018) 

Pengaruh 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Pengendalian 
akuntansi, 
sistem 
Pelaporan dan 
Ketatatan 
Peraturan 
Perundangan 
Terhadap 
Akuntabilitas 

Membahas X1 
(Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran), 
serta 
menggunakan 
sampel dengan 
rumus slovin 
dan 
menggunakan 
jenis penelitian 
asosiatif kasual 

Membahas 4 
variabel X, 3 
diantaranya 
yang berbeda 
adalah X2 

(Pengendalian 
Akuntansi), X3 

(Pelaporan) dan 
X4 (Ketaatan 
Peraturan 
Perundangan) 
serta populasi 
dan studi kasus 

Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
akuntabilitas. 
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Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
(Studi empiris 
pada Satuan 
Kerja 
Perangkat 
daerah Kota 
Yogyakarta) 

dan pendekatan 
kuantitatif. 

yang digunakan 
juga berbeda. 

9. Mulyadi AR, 
Syamsidar, 

Dedy Efendy 
(2018) 

Pengaruh 
Sistem 
Pelaporan dan 
Partisipasi 
Anggaran 
Terhadap 
Akuntabilitas 
(Studi pada 
Satuan Kerja 
Pemerintah 
Aceh) 

variabel X 
(Partisipasi 
Anggaran) dan 
varibael Y 
(Akuntabilitas), 
dan 
menggunakan 
sampel yang 
sama yaitu 
slovin, serta 
menggunakan 
metode 
pendekatan 
yang sama. 

Pada variabel 
X1 (Pengaruh 
sistem 
pelaporan) 
berbeda dengan 
penelitian ini, 
studi kasus, 
populasi dan 
sampel yang 
dilakukan 
berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas pada 
Satuan Kerja 
Pemerintah Aceh. 

10. Ni Kadek 
Astini (2014) 

Pengaruh 
Akuntabilitas 
Publik, 
Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran, 
Dan Sistem 
Pengendalian 
Manajemen 
Terhadap 
Kinerja 
Manajerial 
Skpd Di 
Kabupaten 
Klungkung 

Menggunakan 
variabel X yaitu 
kejelasan 
sasaran 
anggraan serta 
menggunakan 
metode 
pendekatan 
yang sama 
yaitu 
pendekatan 
kuantitatif. 

Pada variabel Y 
yang digunakan 
berbeda,serta 
studi kasus juga 
berbeda. 

Akuntabilitas 
berpengaruh 
terhadap kinerja 
manajerial. 
Kejelasan sasaran 
anggran 
bepengaruh 
terhadap kinerja 
manajerial 

11. Agustiningsih 
(2021) 

Pengaruh 

Partisipasi 

Anggaran 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja : 

Komitmen 

Organisasi 

Sebagai 

Variabel 

Moderating 

 

Menggunakan 
variabel X 
(Partisipasi 
Anggaran) dan 
menggunakan 
variabel Y 
(Akuntabilitas 
Kinerja). 

Populasi dan 
sampel yang 
digunakan 
berbeda, serta 
studi kasus 
yang dilakukan 
juga berbeda. 

Partisipasi 
anggaran 
berpengaruh 
terhadap 
akuntabilitas 
kinerja. 

12. Roza Umami 
(2020) 

Pengaruh 
Partisipasi 

Menggunakan 
Variabel X 

Pada variabel Y 
yang digunakan 

Partisipasi 
Penyusunan 
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Penyusunan 
Anggaran 
terhadap 
Kinerja 
Aparatur 
Pemerintah 
Daerah 
Dengan 
Dimoderasi 
Oleh Variabel 
Desentralisasi 
dan Budaya 
Organisasi 
(Studi Kasus 
Pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkalis) 

(Partisipasi 
Anggaran) dan 
menggunakan 
sampel yang 
sama yaitu 
rumus slovin.  

berbeda, studi 
kasus yang 
dilakukan juga 
berbeda. 

Anggaran 
berpengaruh 
terhadap Kinerja 
Aparatur 
Pemerintah 
Daerah Pada 
Pemerintah 
Kabupaten 
Bengkalis. 

13. Khumaidah 
(2018) 

Kejelasan 
sasaran 
Anggaran dan 
Pengendalian 
Akuntansi 
Terhadap 
Kinerja 
Organisasi 
Sektor Publik 
dengan 
Akuntabilitas 
Sebagai 
Variabel 
Moderasi 
Pada Badan 
Pertanahan 
Nasional 
Kabupaten 
Malang 

Menggunakan 
variabel X 
(Kejelasan 
Sasaran 
Anggaran) dan 
menggunakan 
analisis data 
melalui aplikasi 
SPSS. 

Populasi, 
sampel dan 
studi kasus 
yang digunakan 
berbeda. 

Kejelasan sasaran 
anggaran dan 
pengendalian 
akuntansi 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
organisasi sektor 
publik 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

1. Hubungan Antara Kejelasan Anggaran dengan Akuntabilitias Kinerja 

Menurut (Mardiasmo 2021) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan 

spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang 

bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya sasaran 

anggaran yang jelas, maka akan mempermudah pegawai untuk 
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mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian mengenai hubungan antara kejelasan 

sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja telah banyak dilakukan oleh berbagai 

peneliti.  

Contohnya penelitian yang dilakukan oleh (Putra 2013) dalam hasil 

penelitiannya keduanya sama-sama menyebutkan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas 

kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu maka 

peneliti menduga bahwa kejelasan sasaran anggaran) berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap akuntabilits kinerja manajerial. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat (Purnama and Nadirsyah 2016) yang mengatakan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh 

pegawai yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakannya, agar 

lebih produktif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak 

pula pada meningkatnya kinerja. 

Oleh sebab itu kejelasan sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, 

spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk 

melaksanakannnya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif, hal ini akan 

mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang 

dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.  

Hasil penelitian sebelumya yang dilakukan oleh (Nengsy 2017) mengenai 

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Manajerial 

PT. Perkebunan Nusantara V. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
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kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja manajerial. Adapun 

penelitian yang searah dengan kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan oleh 

(Cantika 2018) dan (Sumarni 2019) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 

2. Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dengan Akuntabilitias Kinerja 

Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk 

financial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode 

waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Putra 2013). Adanya 

partisipasi anggaran, akan meningkatkan tanggung jawab serta kinerja dari manajer 

level bawah dan menengah. Manajer dapat menyampaikan ide-ide kreatif yang 

dimilikinya kepada manajer atas, yang mana ide tersebut mempunyai tujuan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dari adanya keikutsertaaan para manajer level 

menengah dan bawah dalam penentuan anggaran, maka akan didapatkan keputusan 

yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan perusahaan yang lebih 

besar.  

(Rusdianto 2014) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat 

menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa 

memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. 

Berdasarkan Penelitian (Septiana and Widjaja 2020) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan 

kinerja aparatur pemerintah.  

Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Sari et al. 2014) mengenai pengaruh 

kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja 
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manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian ini menyebutkan 

bahwa Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

manajerial. Adapun penelitian yang searah lainnya yang dilakukan oleh (Amril 

2014) dan (Ginting 2009) yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwasanya partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja. 

3. Hubungan Antara Kejelasan Anggaran dan Partisipasi Anggaran dengan 

Akuntabilitias Kinerja 

Menurut (Mardiasmo 2021), akuntabilitas merupakan prinsip 

pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari 

perencanaan, penyusunan, kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya 

untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut 

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selain. 

itu, akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban pembuat keputusan untuk 

tanggap atas warga perihal kebutuhan mereka dan kemampuan warga untuk 

meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan atas janji mereka.  

(Rusdianto 2012) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan 

anggaran dapat mengembangkan inisiatif sehingga para partisipan dapat 

menyumbangkan ide dan informasi, meningkatkan kebersamaan dan merasa 

memiliki, sehingga kerjasama di antara anggota dalam mencapai tujuan meningkat. 

Berdasarkan (Septiana and Widjaja 2020) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif dan signifikan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kinerja 

aparatur pemerintah.  
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Penelitian yang dilakukan oleh (Desak 2014) mengenai Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian yaitu kejelasan 

sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Penelitian yang searah lainnya yang dilakukan oleh (Fitri Yani 2019) mengenai 

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Negara Kantor 

Regional VI Medan). Hasil dari penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran dan 

partisipasi anggara berpengaruh terhadap akuntanbilitas kinerja. 

Berdasarkan kerangka teoritis, maka kerangka konseptual dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

2.4. Hipotesis  

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.  

2. Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.  

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

(X1) 

Partisipasi Anggaran 

(X2) 

Akuntabilitas Kinerja 

Y) 
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3. Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih 

variabel (Timotius 2017).  Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif karena 

pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara tiga variabel, 

kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan metode kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat 

melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa 

komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur 

dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan 

kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan 

simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik 

dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku 

umum di dalam suatu parameter (Juliandi and Manurung 2014). 

3.2. Definisi Operasional 

Defenisi Operasional merupakan petunjuk tentang bgaimana suatu variabel 

diukur. Dengan membaca defenisi operasioanl dalam suatu penelitian, seorang peneliti 

akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik 

buruknya pengukuran tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen.  
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1. Variabel Independen (variabel bebas)  

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel lain atau variabel dependen. Variabel independen dinamakan pula 

dengan variabel yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen, yaitu 

variabel yang diduga sebagai akibat (Ikhsan 2014). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah : 

a. Kejelasan Sasaran Anggara (X1) adalah disengaja untuk mengatur perilaku 

karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan pelaksana 

anggaran menjadi bingung,tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal 

ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai 

kinerja yang diharapkan.  

b. Partisipasi Anggaran (X2) adalah suatu tingkat atau derajat dimana para 

individu terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang mempunyai 

pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut. 

2. Variabel Dependen (variabel terikat)  

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen juga dapat disebut sebagai variabel 

konsekuensi (Ikhsan 2014). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

dependen adalah akuntabilitas kinerja yaitu catatan-catatan transaksi kegiatan 

perusahaan yang diringkas selama satu tahun. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

No Variabel Keterangan Indikator Pengukuran 
1. Akuntabilitas 

Kinerja 
(Y) 

 

Akuntabilitas Kinerja 

merupakan perwujudan 

kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk 

mempertanggungjawabk

an keberhasilan dan 

1) Kejelasan 

sasaran 

anggaran, visi, 

misi suatu 

program  

 
 
 
 

Likert 
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kegagalan misi organisasi 

dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem 

pertanggungjawaban 

secara periodik.  

(Modul akuntabilitas 

instansi pemerintah bpkp 

2011). 

2) Menetapkan 

dan 

mengontrol 

indikator 

kinerja  

3) Mengakomodi

r perubahan 

dan menyusun 

laporan 

akuntabilitas 

kinerja 

4) Pencapaian 

kinerja dengan 

program 

keterkaitan 

satu sama 

lainnya. 

(Sofyani and Akbar 

2013) 
 Kejelasan 

Sasaran 
Anggaran 

(X1) 
 

Kejelasan sasaran 

anggaran merupakan 

sejauh mana tujuan 

anggaran ditetapkan 

secara jelas dan spesifik 

dengan tujuan agar 

anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang 

yang bertanggung jawab 

atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut 

1) Sasaran 

anggaran telah 

diketahui 

dengan jelas 

dan spesifik. 

2) Jumlah 

anggaran yang 

disusun sama 

dengan jumlah 

anggaran yang 

direalisasikan. 

3) Pelaksanaan 

anggran sudah 

sesuai SOP. 

(Gani 2020) 

 
 
 
 

Likert 

 Partisipasi 
Anggaran 

(X2) 
 

Partisipasi anggaran 

merupakan suatu tingkat 

atau derajat dimana para 

individu terlibat dalam 

proses penyusunan 

anggaran yang 

mempunyai pengaruh 

secara langsung terhadap 
para individu tersebut. 

(Nengsy 2017) 

1) Keterlibatan 

proses 

2) Rasa puas. 

3) Kepentingan 

berpendapat. 

4) Kesediaan 

berpendapat. 

(Prayogi 2019) 

 
 
 
 
 

Likert 

Sumber: Referensi, diolah oleh penulis (2022) 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, tempat penelitian adalah kantor Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Jalan Sisingamangaraja KM 5,5. 

3.3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah pada bulan 

November 2022 sampai dengan selesai. 

Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

 
 
No 

 
Kegiatan 

Bulan  
November 

2022 
Desember 

2022 
Januari 
2023 

Pebruari 
2023 

Maret 
2023 

April 
2023 

1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Pengajuan 

Judul 
                        

2 Pra riset                         
3 Penyusunan 

Proposal 
                        

4 Seminar 
Proposal 

                        

5 Revisi 
proposal 

                        

6 Riset/penyebar
an kuisioner 

                        

7 Pengolahan 
Data 

                        

8 Penulisan 
skripsi 

                        

9 Bimbingan 
Skripsi 

                        

10 Sidang Meja 
Hijau 

                        

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut (Nabawi 2020) menyebutkan populasi adalah totalitas semua  nilai 

yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif ataupun 
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kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang 

lengkap dan jelas. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu berjumlah 176 orang pegawai 

yang dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 3.3. 

Populasi Berdasarkan Unit Kerja 

 

No Unit Kerja Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Bagian Tata Usaha 

Sub Dinas Program 

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

Sub Dinas Penagihan 

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan 

lain-lain 

30 

28 

29 

32 

25 

32 

 Jumlah  176 

  Sumber :  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2022. 

 

3.4.2. Sampel 

 Sampel adalah wakil-wakil dari populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan 

bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus 

menggunakan cara tertentu yang yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan 

(Juliandi et al.,2014).  

 Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik non 

probability sampling yaitu Teknik pemilihan sampel yang tidak didasarkan atas 

hukum probabilitas, dan oleh sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang 

sama terhadap anggota populasi yang dipilih. Teknik pengambilan sampel non 

probability sampling peneliti menggunakan metode purposive sampling. Purposive 

Sampling merupakan cara yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian 

dengan menggunakan kriteria tertentu (Juliandi et al., 2014). Adapun karakteristik 



45 

 

45 

 

ataupun kriteria pegawai yang akan digunakan sebagai sampel adalah antara lain 

sebagai berikut :  

1. Pegawai tetap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

2. Telah bertugas minimal 1 tahun 

3. Bersedia untuk menjawab kuisioner yang diberikan oleh peneliti. 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel yang telah disebutkan di 

atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 

orang.  

Tabel 3.4.  

Kriteria Sampel 

No Unit Kerja Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Bagian Tata Usaha 

Sub Dinas Keuangan 

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

Sub Dinas Penagihan 

Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan 

lain-lain 

18 

10 

13 

20 

12 

23 

 Jumlah  96 

      Sumber : Data diolah peneliti, 2022. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan angket atau kuisioner, metode dokumentasi dan studi 

pustaka. Kuesioner adalah pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti untuk 

mengetahui pendapat/persepsi responden penelitian tentang suatu variabel yang 

diteliti (Juliandi and Manurung 2014). Penelitian dokumentasi berupa laporan 

tahunan pada Badan Pendapatan Daerah  Provinsi Sumatera Utara. Studi pustaka 

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, 

jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan topik pembahasan dari penelitian ini.. 
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3.5.1. Kuisioner 

 Menurut (Sugiono 2013), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode angket/kuesioner ini 

digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup yaitu kuesioner yang disusun dengan 

menyediakan jawaban sehingga pengisi hanya memberikan tanda pada jawaban 

yang dipilihnya sesuai keadaan yang sebenarnya. 

 Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang fenomena sosial. Jadi untuk mengubah data 

kualitatif menjadi data kuantitatif maka digunakan skala pengukuran berupa Skala 

Likert. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

penulis, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan dan pertanyaan (Sugiyono 2013). 

 Untuk mengumpulkan data penelitian dan menggunakan skala likert dengan 

lima alternatif jawaban. Pertanyaan yang disusun sebagai instrumen berupa 

pertanyaan positif yang disusun sesuai indikator sehingga responden tinggal 

memberikan tanda (√) pada jawaban yang sudah tersedia. Data yang diperoleh 

berwujud kuantitatif atau angka, maka setiap jawaban diberi skor. 
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Tabel 3.5 

Skor Alternatif Jawaban Variabel dan Bobor Skor Jawaban 

Alternatif Jawaban 
Skor Butir 

Pernyataan 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : (Sugiono 2013) 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi 

informasi baru sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan 

berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian (Bahruddin 

and Hamdi 2014). Untuk memperoleh akurasi data penelitian, data dianalisis 

menggunakan alat statistik dengan bantuan program SPSS versi 20. 

3.6.1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas  

Validitas yaitu menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur 

apa yang diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk 

melakukan tugasnya mencapai sasarannya (Jogiyanto 2017). Uji validitas dilakukan 

untuk menguji sejauh mana ketepatan suatu instrumen yang digunakan dengan cara 

menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Pertanyaan 

dikatakan valid apabila Rhitung >Rtabel . 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yaitu menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. 

Reabilitas berhubungan dengan akurasi (accurately) dari pengukurnya. Uji 
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reliabilitas dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien cronbach’c alpha lebih 

besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali 2013). Untuk 

menguji reliabilitas dilaksanakan dengan bantuan program SPSS.  

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali 2013). Untuk melihat apakah data terdistribusi normal 

atau tidak dalam penelitian ini dengan dasar pengambilan keputusan :  

1) Jika nilai signifikansi > 0,05 atau 5% maka data terdistribusi secara 

normal. 

2) Jika nilai signifikansi < 0.05 atau 5% maka data tidak terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah adanya korelasi antar 

variabel independen. Jika ada korelasi antar variabel independennya, maka 

koefisien regresi tidak bisa dipercaya. Multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya 

nilai Tolerance Value atau Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari Tolerance 

Value > 0,10 atau VIF < 10.46 Jika nilai Tolerance Value > 0,10 atau VIF < 10 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi varian tidak sama dari residual suatu pengamatan dengan 
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pengamatan yang lain. Uji heteroskesdastisitas dilakukan menggunakan metode 

grafik dengan melihat pola titik pada grafik regresi. Dasar kriteria dalam 

pengambilan keputusan yaitu :  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

terjadi heteroskesdastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3. Uji Analisis Berganda 

Regresi linear berganda ingin menguji pengaruh dua atau lebih variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Penelitian ini menggunakan software 

SPSS 20 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan 

dalampenelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2X2 + e  

  Keterangan:  

  Y    = Akuntabilitas Kinerja 

  X1   = Kejelasan Sasaran Anggaran 

  X2     = Partisipasi Anggaran 

   α     = Konstanta  

b1, b2 = Koefisien regresi 

   е     = error 
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3.6.4. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji statistik t untuk mengintepretasikan koefisien variabel bebas dapat 

menggunakan unstandardized coefficient maupun standardized coefficient 

(Ghozali 2013). 

 Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah 

sebagai berikut:  

1) Jika nilai thitung > t tabel dan nilai Sig. t < α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2) Jika nilai t hitung < t tabel dan nilai Sig. t > α = 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa seacra parsial variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statsistik F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis 

regresi berganda modelnya sudah fix atau belum dan untuk dapat mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan atau secara 

simultan. 

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah Jika F 

hitung > F tabel dan nilai Sig. F < α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 
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c. Uji Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Menurut 

(Ghozali 2013) apabila nilai R2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin 

cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R2 

berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk 

menjelaskan variabel dependen.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Nilai R2 harus berkisar 0 sampai 1  

2) Bila R2 = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen 

menjelaskan variabel dependen.  

3) Bila R2 = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

asosiatif dalam bentuk kausal yaitu mengetahui ada tidak pengaruh atau hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi 

Anggaran sebagai variabel independen (bebas) dan Akuntabilitas Kinerja sebagai 

variabel dependen (terikat).  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Adapun jumlah 

populasi yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

sebanyak 176 pegawai. Berdasarkan hal tersebut penentuan sampel menggunakan 

purposive sampling yang di dapat sebanyak 93 orang. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang menggunakan 

metode survey atau media angket/ kuesioner serta digunkan dengan metode 

dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data sekunder Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara berupa data laporan tahunan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah regresi berganda dan pengujian hipotesis yang dilakukan 

menggunakan software SPSS 25. 

4.1.2. Identitas Responden 

 Penelitian dari hasil responden penelitian ini meliputi pada Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari beberapa 
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karakteristik, diantaranya berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan pada tabel-

tabel berikut ini : 

4.1.2.1.  Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 40 41.7 41.7 41.7 

Perempuan 56 58.3 58.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data diolah SPSS versi 25.00 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukan bahwa dari 96 responden terdapat 

40 orang (41.7%) laki-laki dan 56 orang (58.3%) perempuan. Hal ini menunjukan 

bahwa sebagian besar responden pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara berjenis kelamin perempuan. 

4.1.2.2. Identitas Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini sebagai berikut : 

Tabel 4.2  

Berdasarkan Usia 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <30 tahun 10 10.4 10.4 10.4 

31-39 tahun 34 35.4 35.4 45.8 

40-49 tahun 37 38.5 38.5 84.4 

>50 tahun 15 15.6 15.6 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data diolah SPSS versi 25.00 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa dari 96 responden terdapat 

responden yang berusia <30 tahun sebanyak 10 orang (10.8%), responden yang 

berusia 31-39 tahun sebanyak 34 orang (35.4%), responden yang berusia 40-49 

tahun sebanyak 37 orang (38.5%) dan responden yang berusia >50 tahun sebanyak 

15 orang (15.6%). Berdasarkan hal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa 

mayoritas responden dalam penelitian ini adalah usia 40-49 tahun. 

4.1.2.3. Identitas Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Akhir 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid D3 8 8.3 8.3 8.3 

S1 80 83.3 83.3 91.7 

S2 8 8.3 8.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

Sumber : Data diolah SPSS versi 25.00 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa berdasarkan tingkat 

pendidikan terakhir responden pada penelitian ini adalah pendidikan terakhir D3 

sebanyak 8 orang (8.3%), S1 sebanyak 80 orang (83.3%), dan responden yang 

pendidikan terakhir S2 sebanyak 8 orang (8.3%). Berdasarkan hal tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

pendidikan terakhir S1. 

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu Kejelasan Sasaran 

Anggaran (X1), Partisipasi Anggaran (X2) dan Akuntabilitas Kinerja (Y). Deskripsi 

pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap item 
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pernyataan dalam setiap pernyataan tersebut memiliki nilai kriteria terhadap 

jawaban responden sebagai berikut : 

4.1.3.1. Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) 

Berikut dibawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarakan 

jawaban kuisioner dari penelitian variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) yang 

dirangkum dan ditabulasi dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Skor Angket Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) 
 

Pernyataan 
SS S KS TS STS Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 
1 18 18.8 65 67.7 12 12.5 1 1.0 0 0 96 100 

2 8 8.3 50 52.1 37 38.5 1 1.0 0 0 96 100 

3 8 8.3 59 61.5 29 30.2 0 0 0 0 96 100 

4 12 12.5 58 60.4 26 27.1 0 0 0 0 96 100 

5 7 7.3 58 60.4 31 32.3 0 0 0 0 96 100 

6 5 5.2 71 74.0 20 20.8 0 0 0 0 96 100 

7 9 9.4 78 81.3 9 9.4 0 0 0 0 96 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4. Jawaban respoden tentang kejelasan sasaran anggaran, visi misi suatu program 

telah dimengerti oleh semua aparat/pegawai dan pemimpin, sebanyak 18 orang 

(18.8%) menjawab sangat setuju, sebanyak 65 orang (67.7%) menjawab setuju, 

sebanyak 12 orang (12.5%) menjawab kurang setuju, sebanyak 1 orang (1.0%) 

menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab setuju sebanyak 65 orang (67.7%).  

5. Jawaban respoden tentang visi dan misi program Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategi 

organisasi, sebanyak 8 orang (8.3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 50 

orang (52.1%) menjawab setuju, sebanyak 37 orang (38.5%) menjawab kurang 
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setuju, sebanyak 1 orang (1.0%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian 

frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 50 orang (52.1%).  

6. Jawaban respoden tentang telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap 

kegiatan atau program yang akan dilaksanankan, sebanyak 8 orang (8.3%) 

menjawab sangat setuju, sebanyak 59 orang (61.5%) menjawab setuju dan 

sebanyak 29 orang (30.2%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian 

frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 59 orang (61.5%). 

7. Jawaban respoden tentang telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap 

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sebanyak 12 orang (12.5%) menjawab 

sangat setuju, sebanyak 58 orang (60.4%) menjawab setuju dan sebanyak 26 

orang (27.1%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas 

responden menjawab setuju sebanyak 58 orang (60.4%).  

8. Jawaban respoden tentang laporan akuntabilitas kinerja digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan 

diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebanyak 7 orang (6.3%) 

menjawab sangat setuju, sebanyak 58 orang (60.4%) menjawab setuju dan 

sebanyak 31 orang (32.3%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian 

frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 58 orang (60.4%).  

9. Jawaban respoden tentang Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan 

(accountable) hasil dari suatu program atau kegiatan yang telah dilakukan, 

sebanyak 5 orang (5.2%) menjawab sangat setuju, sebanyak 71 orang (74.0%) 

menjawab setuju, sebanyak 20 orang (20.8%) menjawab kurang setuju. Dengan 

demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 71 orang 

(74.0%).  
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10. Jawaban respoden tentang terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian 

kinerja dengan program dan kebijakan, sebanyak 9 orang (9.4%) menjawab 

sangat setuju, sebanyak 78 orang (81.3%) menjawab setuju, dan sebanyak 9 

orang (9.4%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas 

responden menjawab setuju sebanyak 48 orang (81.30%).  

Berdasarkan jawaban responden tentang akuntabilitas kinerja (Y) di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. 

4.1.3.2.Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 

Berikut dibawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarakan 

jawaban kuisioner dari penelitian variable Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) yang 

dirangkum dan ditabulasi dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Skor Angket Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 
 

Pernyataan 
SS S KS TS STS Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 

1 21 21.9 62 64.6 12 12.5 1 1.0 0 0 96 100 

2 11 11.5 70 72.9 11 11.5 4 4.2 0 0 96 100 

3 10 10.4 57 59.4 29 30.2 0 0 0 0 96 100 

4 16 16.7 55 57.3 27 26.0 0 0 0 0 96 100 

5 9 9.4 78 81.3 9 9.4 0 0 0 0 96 100 

6 6 6.3 72 75.8 18 18.8 0 0 0 0 96 100 

7 9 9.4 47 49.0 36 37.5 4 4.2 0 0 96 100 

Sumber : Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jawaban respoden tentang kejelasan rencana kerja dan anggaran telah 

terdefinisikan dengan jelas, detail dan menyeluruh., sebanyak 21 orang 

(21.9%) menjawab sangat setuju, sebanyak 62 orang (64.6%) menjawab setuju, 

sebanyak 12 orang (12.5%) menjawab kurang setuju, sebanyak 1 orang (1.0%) 

menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab kurang setuju sebanyak 62 orang (64.6%).  
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2. Jawaban respoden tentang sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas, 

spesifik dan terstruktur, sebanyak 11 orang (11.5%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 70 orang (72.9%) menjawab setuju, sebanyak 11 orang (11.5%) 

menjawab kurang setuju dan sebanyak 4 orang (4.2%) menjawab tidak setuju. 

Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 70 

orang (72.9%).  

3. Jawaban respoden tentang jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah 

anggaran yang direalisikan serta digunakan untuk mencapai tujuan instansi 

secara efektif dan efisien, sebanyak 10 orang (10.4%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 57 orang (59.4%) menjawab setuju, sebanyak 29 orang (30.2%) 

menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab setuju sebanyak 57 orang (59.4%). 

4. Jawaban respoden tentang mengetahui tingkat kepentingan sasaran anggaran 

pada setiap program, sebanyak 16 0rang (16.7%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 55 orang (57.3%) menjawab setuju, dan sebanyak 25 orang (26.0%) 

menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab setuju sebanyak 55 orang (57.3%).  

5. Jawaban respoden tentang mengetahui secara jelas outcame yang harus dicapai 

pada setiap program dan kegiatan, sebanyak 9 orang (9.4%) menjawab sangat 

setuju, sebanyak 78 orang (81.3%) menjawab setuju, sebanyak 9 orang (9.4%) 

menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab setuju sebanyak 78 orang (81.3%).  

6. Jawaban respoden tentang pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan SOP 

yang berlaku berdasarkan kualitas, partisipasi dan penempatan sesuai dengan 
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tugas yang diberikan, sebanyak 6 orang (6.3%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 72 orang (75.0%) menjawab setuju, sebanyak 18 orang (18.8%) 

menjawab kurang setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden 

menjawab setuju sebanyak 72 orang (75.0%).  

7. Jawaban respoden tentang dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi 

untuk mencapai sasaran anggaran, sebanyak 9 orang (9.4%) menjawab sangat 

setuju, sebanyak 47 orang (49.0%) menjawab setuju, sebanyak 36 orang 

(37.5%) menjawab kurang setuju, dan sebanyak 4 orang (4.2%) menjawab tidak 

setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab kurang 

setuju setuju sebanyak 47 orang (49.0%).  

Berdasarkan jawaban responden tentang kejelasan sasaran anggaran (X1) di 

atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. 

4.1.3.3. Variabel Partisipasi Anggaran (X2) 

Berikut dibawah ini merupakan deskripsi penyajian data berdasarakan 

jawaban kuisioner dari penelitian variable Partisipasi Anggaran (X2) yang 

dirangkum dan ditabulasi dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Skor Angket Variabel Partisipasi Anggaran (X2) 
 

Pernyataan 
SS S KS TS STS Jumlah 

F % F % F % F % F % F % 

1 6 6.3 56 58.3 34 35.4 0 0 0 0 96 100 

2 10 10.4 54 56.3 32 33.3 0 0 0 0 96 100 

3 7 7.3 55 57.3 34 35.4 0 0 0 0 96 100 

4 3 3.1 55 57.3 37 38.5 1 1.0 0 0 96 100 

5 3 3.1 57 59.4 26 27.1 10 10.4 0 0 96 100 

6 3 3.1 51 53.1 33 34.4 9 9.4 0 0 96 100 

7 8 8.3 50 52.1 37 38.5 1 1.0 0 0 96 100 

8 7 7.3 58 60.4 31 32.3 0 0 0 0 96 100 

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Jawaban respoden tentang ikut dan terlibat dalam penyusunan semua anggaran, 

sebanyak 6 orang (6.3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 56 orang (58.3%) 

menjawab setuju, dan sebanyak 34 orang (35.4%) menjawab kurang setuju. 

Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab kurang setuju 

sebanyak 56 orang (58.3%).  

2. Jawaban respoden tentang pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama 

dalam mengevaluasi hasil penyusunan anggaran, sebanyak 10 orang (10.4%) 

menjawab sangat setuju, sebanyak 54 orang (56.3%) menjawab setuju, 

sebanyak 32 orang (33.3%) menjawab kurang setuju. Dengan demikian 

frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 54 orang (56.3%).  

3. Jawaban respoden tentang dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal, 

karena dengan adanya revisi maka hasil yang diharapkan sesuai dengan yang 

diinginkan, sebanyak 7 orang (7.3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 55 

orang (57.3%) menjawab setuju, sebanyak 34 orang (35.4%) menjawab kurang 

setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju 

sebanyak 55 orang (57.3%). 

4. Jawaban respoden tentang rekan-rekan kerja bisa diandalkan dalam melakukan 

penyusunan anggaran, sebanyak 3 0rang (3.1%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 55 orang (57.3%) menjawab setuju, sebanyak 37 orang (38.5%) 

menjawab kurang setuju, sebanyak 1 orang (1.0%) menjawab tidak setuju. 

Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 55 

orang (57.3%).  

5. Jawaban respoden tentang  usulan dari staf atau pegawai itu penting, sebanyak 

3 orang (3.1%) menjawab sangat setuju, sebanyak 57 orang (59.4%) menjawab 
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setuju, sebanyak 26 orang (27.1%) menjawab kurang setuju, sebanyak 10 orang 

(10.4%) menjawab tidak setuju. Dengan demikian frekuensi mayoritas 

responden menjawab setuju sebanyak 57 orang (59.4%).  

6. Jawaban respoden tentang atasan sering meminta pendapat bawahan dalam 

proses penyusunan anggaran, sebanyak 3 orang (3.1%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 51 orang (53.1%) menjawab setuju, sebanyak 33 orang (34.4%) 

menjawab kurang setuju, sebanyak 9 orang (9.4%) menjawab tidak setuju. 

Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju  dan kurang 

setuju sebanyak 51 orang (53.1%).  

7. Jawaban respoden tentang staf (selain kepala Bapenda dan bendahara) diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan saran atau pendapat dalam proses 

penyusunan anggaran, sebanyak 8 orang (8.3%) menjawab sangat setuju, 

sebanyak 50 orang (52.1%) menjawab setuju, sebanyak 37 orang (38.5%) 

menjawab kurang setuju dan 1 orang (1.0%) menjawab tidak setuju. Dengan 

demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju setuju sebanyak 50 

orang (52.1%).  

8. Jawaban respoden tentang usulan anggaran berpengaruh dalam anggaran akhir, 

sebanyak 7orang (7.3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 58 orang (60.4%) 

menjawab setuju dan sebanyak 31 orang (32.3%) menjawab kurang setuju. 

Dengan demikian frekuensi mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 58 

orang (60.4%).  

Berdasarkan jawaban responden tentang partisipasi anggaran (X2) di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. 

4.2.Analisis Data 

4.2.1. Uji Kualiditas Data 
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4.2.1.1.Uji Validitas 

   Validitas yaitu menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa 

yang diukur. Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan 

tugasnya mencapai sasarannya (Jogiyanto 2017). Uji validitas dilakukan untuk 

menguji sejauh mana ketepatan suatu instrumen yang digunakan dengan cara 

menghitung korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total. Pertanyaan 

dikatakan valid apabila rhitung >rtabel. 

   Berdasarkan data yang terkumpul, maka terdapat 7 pernyataan untuk 

variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan hasil pengujian validitas pada SPSS 

25.0 terhadap variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), maka diperoleh data 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 

Pernyataan Nilai Korelasi (r) r-tabel Keterangan Kesimpulan 

1 0.544 0,202 r hitung > r tabel Valid 

2 0.593 0,202 r hitung > r tabel Valid 

3 0.598 0,202 r hitung > r tabel Valid 

4 0.600 0,202 r hitung > r tabel Valid 

5 0.532 0,202 r hitung > r tabel Valid 

6 0.701 0,202 r hitung > r tabel Valid 

7 0.586 0,202 r hitung > r tabel Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00  

Berdasarkan tabel diatas dapat diliihat bahwa nilai korelasi > r-tabel, maka 

seluruh item yang diajukan terhadap responden tentang Kejelasan Sasaran 

Anggaran (X1) dinyatakan seluruhnya valid. 

 

 

 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Partisipasi Anggaran (X2) 
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Pernyataan Nilai Korelasi (r) r-tabel Keterangan Kesimpulan 

1 0.534 0,202 r hitung > r tabel Valid 

2 0.471 0,202 r hitung > r tabel Valid 

3 0.459 0,202 r hitung > r tabel Valid 

4 0.471 0,202 r hitung > r tabel Valid 

5 0.624 0,202 r hitung > r tabel Valid 

6 0.559 0,202 r hitung > r tabel Valid 

7 0.507 0,202 r hitung > r tabel Valid 

8 0.552 0,202 r hitung > r tabel Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00  

Berdasarkan tabel diatas dapat diliihat bahwa nilai korelasi > r-tabel, maka 

seluruh item yang diajukan terhadap responden tentang Partisipasi Anggaran (X2) 

dinyatakan seluruhnya valid. 

Tabel 4.9 

Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja (Y) 

Pernyataan Nilai Korelasi (r) r-tabel Keterangan Kesimpulan 

1 0.506 0,202 r hitung > r tabel Valid 

2 0.544 0,202 r hitung > r tabel Valid 

3 0.584 0,202 r hitung > r tabel Valid 

4 0.516 0,202 r hitung > r tabel Valid 

5 0.499 0,202 r hitung > r tabel Valid 

6 0.598 0,202 r hitung > r tabel Valid 

7 0.398 0,202 r hitung > r tabel Valid 

     Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00  

Berdasarkan tabel diatas dapat diliihat bahwa nilai korelasi > r-tabel, maka 

seluruh item yang diajukan terhadap responden tentang Akuntabilitas Kinerja (Y) 

dinyatakan seluruhnya valid. 

4.2.1.2. Uji Relialibilitas 

Reliabilitas yaitu menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. 

Reabilitas berhubungan dengan akurasi (accurately) dari pengukurnya. Uji 

reliabilitas dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien cronbach’c alpha lebih 

besar dari 0,60 maka instrumen yang digunakan reliabel (Ghozali 2013). Untuk 

menguji reliabilitas dilaksanakan dengan bantuan program SPSS.  
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Nilai reliabilitas instrument menunjukan tingkat reliabilitas instrument 

penelitian yang sudah memadai karena adanya semua variabel > 0,60. Maka dapat 

disimpulkan item pernyataan dari setiap variabel sudah menjelaskan dan 

memberikan gambaran tentang variabel yang diamati adalah reliabel atau 

dipercaya. Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan pada penelitian ini terdapat 

hasil seperti tabel berikut:  

Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 

 

Pernyataan Nilai Item 
Cronbach 

Alpha 
Kesimpulan 

1 0.664 0,60 Reliabel 
2 0.648 0,60 Reliabel 
3 0.644 0,60 Reliabel 
4 0.648 0,60 Reliabel 
5 0.652 0,60 Reliabel 
6 0.606 0,60 Reliabel 
7 0.665 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 
 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwasanya dalam uji reliabilitas pada 

variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) nilai ditemukan > Cronbach alpha 0,60, 

maka dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya 

reliabel. 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas Partisipasi Anggaran (X2) 

 

Pernyataan Nilai Item 
Cronbach 

Alpha 
Kesimpulan 

1 0.581 0,60 Reliabel 
2 0.606 0,60 Reliabel 
3 0.606 0,60 Reliabel 
4 0.599 0,60 Reliabel 
5 0.560 0,60 Reliabel 
6 0.586 0,60 Reliabel 
7 0.596 0,60 Reliabel 
8 0,576 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 
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Berdasarkan data diatas terlihat bahwasanya dalam uji reliabilitas pada 

variabel Partisipasi Anggaran (X2) nilai ditemukan > Cronbach alpha 0,60, maka 

dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya reliabel. 

Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja 

 

Pernyataan Nilai Item 
Cronbach 

Alpha 
Kesimpulan 

1 0.525 0,60 Reliabel 

2 0.516 0,60 Reliabel 

3 0.482 0,60 Reliabel 

4 0.525 0,60 Reliabel 

5 0.525 0,60 Reliabel 

6 0.467 0,60 Reliabel 

7 0.538 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwasanya dalam uji reliabilitas pada 

variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)  nilai ditemukan > Cronbach alpha 0,60, maka 

dari seluruh item yang diajukan terhadap responden dinyatakan seluruhnya reliabel. 

4.2.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1.  Uji Normalitas 

Menurut (Mukholifah et al., 2020), Uji Normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal, Uji normalitas ini memiliki dua cara untuk menguji apakah distribusi data 

normal atau tidak normal.  

Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov. Kolmogorov Sminov digunakan unutk uji 

statistik apakah data terdistribusi normal atau kah tidak terdistribusi normal. 

Apabila nilai asymptotic significant (2-tailed) lebih dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data variabel terlah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 
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seluruh variabel menggunakan perhitungan Kolomgrov-Smirnov menggunakan 

Software SPSS dapat dilihat di bawah ini, sebagai beriku : 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.39751403 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.058 

Test Statistic .069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25.00 

 

Berdasarakan Tabel 4.13 diatas diketahui pengujian normalitas dengan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat melalui Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,200 yang bernilai lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi sudah memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.2.2.2. Uji Multikolineritas  
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Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) digunakan untuk menguji 

apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat/tinggi diantara variabel 

independen. Apabila terdapat korelasi antar variabel bebas, maka terjadi 

multikoleneritas, demikian juga sebaliknya. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonieritas dengan 

SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (Variance Inflasi 

Factro) dan koefisien korelasi antara variabel bebas. Kriteria yang digunakan 

adalah: 

1. Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka 

dikatakan tidak terdapat masalah multikoloneritas.  

2. Jika koefisiensi antara variabel bebas kurang dari 0,10, maka menunjukkan 

adanya multikolonieritas. 

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji 

Multikolinieritas pada data yang telah diolah berikut ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.102 2.215  1.852 .067   

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

.493 .059 .587 8.339 .000 .996 1.004 

Partisipasi 

Anggaran 

.322 .055 .411 5.838 .000 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS Versi 25.00 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel Kejelasan 

Sasaran Anggaran sebesar 1,004 < 10, Partisipasi Anggaran sebesar 1,004 < 10. 
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Dan untuk nilai tolerance Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0,996 > 0,1 dan 

Partisipasi Anggaran sebesar 0,996 > 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas. 

4.2.2.3. Uji Heteroskedastitas 

Menurut Ghozali dalam (Mukholifah et al., 2020) Uji ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas digunakan uji sperman.  

Berikut ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan Uji 

Heteroskedastisitas pada data yang telah diolah berikut ini: 
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Gambar 4.1. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Berdasarkan Gambar 4.2 diatas hasil pengolahan data yang dilakukan 

menggunakan SPSS, dapat diketahui memiliki hasil pengujian Scatter Plot tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

   Analisis regresi disusun untuk melihat hubungan antara variabel penelitian, 

apakah hubungan yang terbangun hubungan positif atau hubungan negative. 

Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model 

hubungan dari analisis regresi linear berganda dapat dilihat tabel berikut : 

 

Tabel 4.15 

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.102 2.215  1.852 .067 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

.493 .059 .587 8.339 .000 

Partisipasi 

Anggaran 

.322 .055 .411 5.838 .000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 

 

Berdasarkan output SPSS di tabel 4.15 diatas, maka diperolah persamaan 

regresi sebagai berikut:  

1. Konstanta = 4,102 

2. Kejelasan Sasaran Anggaran = 0,493  

3. Partisipasi Anggaran = 0,322 

Dapat ditemukan persamaan regresinya berdasarkan kolom B yang 

merupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaan regresinya adalah 

sabagai berikut :  

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + e 

Y = 4,102 + 0,493 X1 + 0,322 X2 

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :  

1. Nilai constant (a) = 4,102 artinya apabila skor variabel Kejelasan Sasaran 

Anggaran dan Partisipasi Anggaran sama dengan nol, maka Akuntabilitas 

Kinerja naik sebesar 4,102. 

2. Ketika variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) ditingkatkan sebesar 1%, 

maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meningkat sebesar 0,493 

dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.  
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3. Ketika variabel Partisipasi Anggaran (X2) ditingkatkan sebesar 1%, maka 

Akuntabilitas Kinerja akan meningkat sebesar 0,322 dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan. 

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat 

diketahui bahwa hubungan yang terjadi pada Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki 

hubungan yang positif dimana ketika Kejelasan Sasaran Anggaran ditingkatkan, 

maka akan berdampak kenaikan pada Akuntabilitas Kinerja. Dan hubungan yang 

terjadi pada partisipasi anggaran memiliki hubungan yang positif dimana ketika 

Partisipasi Anggaran  ditingkatkan, maka akan berdampak pada kenaikan 

Akuntabilitas Kinerja. 

4.2.4. Uji Hipotesis 

4.2.4.1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan dari masing-masing variabel independen. Alasan lain uji t dilakukan 

untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai 

hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan olahan 

data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui uji parsial (uji t) yang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.16 

Uji t 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.102 2.215  1.852 .067 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

.493 .059 .587 8.339 .000 

Partisipasi 

Anggaran 

.322 .055 .411 5.838 .000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Hasil pengujian statistik pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja (Y) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran 

mempunyai hubungan berpengaruh atau tidak terhadap akuntabilitas kinerja. 

thitung = 8,339 

ttabel = dengan α = 5% atau 0,05, n-k = 96-2 = 94 adalah 1,662 

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja diperoleh nilai thitung 8,339 > ttabel 1,662 dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H0 ditolak dan 

Ha diterima, menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja. 

2. Pengaruh Partisipasi Anggaran (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran mempunyai 

hubungan berpengaruh atau tidak terhadap akuntabilitas kinerja. 

 

thitung = 5,838 

ttabel = dengan α = 5% atau 0,05, n-k = 96-2 = 94 adalah 1,662 
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Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh partisipasi anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja diperoleh nilai thitung 5,838 > ttabel 1,662. Dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05 artinya dari hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima, menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja. 

4.2.4.2. Uji Simultan (Uji f) 

Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas 

yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikan sebesar 5%.  

Adapun Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah :  

1. Jika nilai F hitung > F tabeL maka H0 ditolak dan menerima Ha, artinnya terdapat 

pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel dependen.  

2. Jika nilai F hitung < F tabeL maka H0 diterima dan ditolak Ha, artinya tidak terdapat 

pengaruh yang simultan antara variabel independen dan variabel dependen. 

3. Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, 

sedangkan jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka H0 ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

Berdasarkan hasil pengelolaan data, maka diperoleh hasil uji F sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17. 

Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 219.200 2 109.600 54.936 .000b 
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Residual 185.539 93 1.995   

Total 404.740 95    

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran 

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan SPSS Versi 25.00 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05 dengan uji dua pihak dan Ftabel 

= n-k-l dengan demikian Ftabel = 96-2-1 = 93 adalah 2,70. 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 54,936 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000. Terlihat pada tabel diatas diperoleh nilai signifikan 

0,000 < 0,05, artinya Ha diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa secara 

bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Untuk nilai Ftabel diketahui sebesar 2,70 berdasarkan hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (54,936 > 2,70) artinya H0 ditolak dan 

Ha diterima, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Kejelasan 

Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat, yaitu Akuntabilitas Kinerja. 

4.2.5. Uji Koefisien Determinasi (R-square) 

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau 

mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan 

variabel dependen sangat terbatas. Nilai R2 mendekati satu variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

dependen. Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang 

diperoleh dari hasil output SPSS. 

Tabel 4.18 
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Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .736a .542 .532 1.412 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS Versi 25.00 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,532. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran 

Anggaran dan Partisipasi Anggaran mampu menjelaskan variabel terikat yaitu 

Akuntabilitas Kinerja sebesar 53,2% sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan 

oleh variabel lainnya di luar model regresi. 

4.2.6. Pembahasan 

4.2.6.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

 Pada fenomena yang terjadi pada kejelasan sasaran anggaran, maka 

seharusnya anggaran harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian yang diharapkan, 

sehingga perencanaan anggaran harus bias menggambarkan anggaran yang jelas. 

Karena dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

 Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pada tabel uji t menunjukkan nilai 

thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh. Karena thitung untuk 
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variabel X1 (8,339) > ttabel (1,662), maka menunjukkan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. 

 Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju pada point indikator dapat mengetahui secara jelas 

outcame yang harus dicapai pada setiap program atau kegiatan, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin jelas outcame yang harus dicapai, maka akan 

mempermudah untuk mempertanggungjawabkan dan melakukan penyerapan atau 

penggunaan anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja.  

 Sedangkan responden yang menjawab sangat setuju dapat dilihat bahwa 

rata-rata responden menjawab sangat setuju pada indikator tentang kejelasan 

rencana kerja dan anggaran telah terdefinisi dengan jelas, detail dan menyeluruh. 

Karena memang dengan adanya indikator tersebut maka kejelasan rencana kerja 

dan anggaran yang jelas mencakup semua bagian perusahaan sehingga tampak jelas 

kondisi perusahan tersebut dan dengan adanya anggaran yang jelas dapat 

mempermudah dalam evaluasi akhir. 

 Sedangkan hasil jawaban responden yang kurang setuju, pada indikator 

dibutuhkannya keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran 

anggaran. Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai yang bekerja di Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki keahlian dan pengetahuan 

yang tinggi, karena dalam melakukan penyusunan anggaran, setiap perusahaan 

umumnya membutuhkan peran kerja sama antara seluruh pegawai. Mulai dari 

posisi manager hingga staf. Mereka harus cermat mengkaji berbagai data hingga 

mencapai sasaran anggaran. 
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 Menurut (Mardiasmo 2021), instansi pemerintah yang sehat dapat 

mencerminkan kepentingan dan pengharapan kepada masyarakat terhadap 

pengelolaan anggaran dengan efisien dan efektif.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh (Agustin 2018) (Nengsy 2017) dan (Khumaidah 2018) yang menyimpulkan 

bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja . 

4.2.6.2.Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

 Dalam menghindari fenomena yang terjadi pada partisipasi anggaran dalam 

perusahaan, sebaiknya memungkinkan para staf tingkat bawah untuk turut serta 

dalam pembuatan anggaran, selain itu juga untuk mendorong rasa tanggung jawab 

pada setiap manajer. Karena dengan adanya keikutsertaan setiap bagian unit dalam 

merencanakan anggaran, maka tujuan anggaran akan lebih realistis sehingga 

tercipta kesuaian tujuan yang lebih besar.  

 Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pada tabel uji t menunjukkan nilai 

thitung > ttabel maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh. Karena thitung untuk 

variabel X2 (5,838) > ttabel (1,662), maka menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.  

 Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju pada indikator tentang usulan dari staf atau pegawai itu 

penting, hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan pendapat atau usulan 

akan membantu memberikan masukan atau dapat saling tukar pikiran dengan yang 

lain untuk mencari kesepakatan bersama. 

 Sedangkan responden yang menjawab sangat setuju dapat dilihat bahwa 

rata-rata responden menjawab pada indikator pimpinan dan pegawai terlibat 

bersama-sama dalam penyusunan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa emang 
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dalam menyusun anggaran pimpinan dan pegawai harus terlibat karena dengan 

bersama-sama maka pegawai bisa mengetahui apa yang sebenarnya diharapkan 

oleh pimpinan, Demikian juga sebaliknya pimpinan akan dapat mengetahui 

kendala-kendala yang terjadi pada pegawai/bawahan menyangkut penyusunan 

anggaran. 

 Namun, dapat dilihat pada hasil jawaban responden terdapat beberapa orang 

yang menjawab tidak setuju, menunjukkan bahwasanya terdapat salah satu 

indikator yang belum dijalankan dengan baik yaitu kesediaan pendapat. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa pegawai yang tidak selalu memberikan 

usulan dalam penyusunan anggaran, sebaiknya setiap bagian selalu memberikan 

usulan atau pendapat mengenai penyusunan anggaran yang bertujuan agar dapat 

merealisasikannya dengan baik sehingga dapat menyusun laporan 

pertanggungjawaban dengan baik.  

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Agustiningsih 2020) (Sumarni 2019) dan (Khumaidah 2018) yang 

menyimpulkan bahwasanya partisipasi anggaran berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 

4.2.6.3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Pada fenomena yang terjadi pada akuntabilitas kinerja yang dimana masih 

ada beberapa hal yang lemah, seperti kurangnya sistem pengawasan. Karena 

dengan adanya pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas 

tersebut dapat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan 

akuntabilitas melalui evaluasi dan perbaikan.  
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Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji f (uji simultan) 

menunjukkan bahwa nilai fhitung (54,936) > dari pada Ftabel (2,70) maka kejelasan 

sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap akuntabilitas kinerja.  

Berdasarkan hasil jawaban responden maka dapat dilihat bahwa rata-rata 

responden menjawab setuju indikator tentang pegawai harus 

mempertanggungjawabkan hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal 

ini menunjukkan bahwa, tanggungjawab merupakan bagian penting dalam 

membentuk komitmen.  Karena bertanggungjawab atas apa yang diberikan oleh 

atasan akan menjamin kepercayaan atasan dan menjaga kenyamanan kerja serta 

produktifitas kerja. 

Sedangkan responden yang menjawab sangat setuju dapat dilihat bahwa 

rata-rata responden menjawab pada indikator kejelasan sasaran anggaran, visi misi 

suatu program telah dimengerti oleh semua pegawai dan pimpinan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan mengertinya semua pegawai dan pimpinan tentang 

kejelasan sasaran anggaran dan visi misi maka dapat menghindari terjadinya 

kesalahan dalam anggaran, serta mampu menjelaskan arah dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Adanya pengaruh tersebut 

menunjukkan bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan 

mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan Hal tersebut 

menunjukkan bahwa apabila kejelasan sasaran anggaran meningkat maka nilai 

akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan.  

Begitu juga dengan partisipasi anggaran dimana berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja dapat dilihat dengan adanya partisipasi dalam menyusun 
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anggaran, maka pihak manajemen akan merasa diberikan kesempatan dalam 

mencapai target anggaran. 

Akuntabilitas jelas dapat mempengaruhi kinerja seseorang, seperti bersikap 

jujur, tidak menyalahgunakan kekuasaan, serta tidak melakukan korupsi 

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Fitri Yani 2019) dan (Umami 2020) menunjukkan bahwa variabel Kejelasan 

Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap Akuntabilitas Kinerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Pengaruh 

Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai 

berikut: 

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin tinggi 

kejelasan sasaran anggaran yang dicapai maka semakin tinggi pula 

akuntabilitas kinerja. 

2. Partisipasi Anggaran secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran, maka 

semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja. 

3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggara berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. Artinya, kejelasan sasaran anggaran dan  partisipasi 

anggaran yang meningkat maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

5.2. Saran 

1. Hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan kejelasan sasaran anggaran, 

partisipasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

telah baik dilakukkan tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya 
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terlaksana dalam hal visi dan misi belum dilakukan sesuai rencana sehingga hal 

ini akan berdampak pada rendahnya nilai akuntabilitas kinerja. Maka sebaiknya 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara harus melakukan evaluasi 

secara bersama-sama. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja 

disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan 

dengan Akuntabilitas Kinerja, misalnya variabel kualitas pegawai, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan atau lainnya. Tidak hanya sebatas 

pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti agar penelitian ini lebih 

luas sehingga di peroleh hasil penelitian lebih akurat. 

3. Bagi instansi yang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara untuk dapat meningkat kinerjanya dan Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan 

pertanggungjawabannya terhadap pegawai atas program-program yang 

dilaksanakan.  
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LAMPIRAN 

KUISIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN 

TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara) 

 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Bapak/Ibu cukup memberikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia pada 

tabel sesuai dengan pendapat bapak/ibu dan mengisi bagian yang membutuhkan jawaban 

tertulis. Adapun keterangan alternatif jawaban dan bobot nilai yang dapat dipilih sebagai 

berikut: 

a. SS  = Sangat Setuju  

b. S  = Setuju 

c. TS  = Tidak Setuju 

d. STS  = Sangat Tidak Setuju  

2. Semakin tinggi tingkat kesetujuan Bapak/Ibu pada pernyataan tersebut maka akan semakin 

tinggi derajat kesesuaian terhadap penelitian ini. 

3. Setelah mengisi kuesioner ini mohon bapak/ibu dapat mengembalikan kempali pada yang 

menyerahkan kuesioner ini pertama kali. 

 

B. Identitas Responden 

1. Nama   : .......................................................................... 

2. Jenis Kelamin  :           Pria        Wanita  

3. Usia   :  ......................................................................... 

4. Pendidikan Terakhir :  .......................................................................... 

5. Jabatan    :  ..........................................................................  

6. Lama Bekerja  :         < 5 tahun      5–10 tahun 

5-15 tahun      > 15 tahun 
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I. Kejelasan Sasaran Anggaran  

 
 

No 
 

Pernyataan 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

Jelas dan Spesifik  
1. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, kejelasan rencana kerja dan 
anggaran telah terdefinisikan dengan jelas, detail 
dan menyeluruh. 

     

2. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara, sasaran anggaran telah diketahui 
sangat jelas, spesifik dan terstruktur. 

     

Jumlah Anggaran yang disusun harus sesuai dengan jumlah anggaran yang 
direalisasi 

 

3. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara, jumlah anggaran yang disusun 
sama dengan jumlah anggaran yang direalisikan 
serta digunakan untuk mencapai tujuan instansi 
secara efektif dan efisien. 

     

4. Saya dapat mengetahui tingkat kepentingan 

sasaran anggaran pada setiap program. 

     

Pelaksanaan anggaran sesuai SOP  
5. Saya dapat mengetahui secara jelas outcame yang 

harus dicapai pada setiap program dan kegiatan. 

     

6. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara, pelaksanaan anggaran sudah 
sesuai dengan SOP yang berlaku berdasarkan 
kualitas, partisipasi dan penempatan sesuai 
dengan tugas yang diberikan. 

     

7. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara, dibutuhkan keahlian dan 
pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran 
anggaran. 
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II. Partisipasi Anggaran 

 
 

No 
 

Pernyataan 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

Keterlibatan Proses  

1. Saya ikut dan terlibat dalam penyusunan semua 

anggaran 

     

2. Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-
sama dalam mengevaluasi hasil penyusunan 
anggaran 

     

Rasa Puas   

3. Menurut saya dilakukannya revisi anggaran 

adalah masuk akal, karena dengan adanya revisi 

maka hasil yang diharapkan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

     

4. Rekan-rekan kerja saya bisa diandalkan dalam 
melakukan penyusunan anggaran 

     

Kepentingan Berpendapat  

5. Menurut saya usulan dari staf atau pegawai itu 
penting 

     

6. Atasan saya sering meminta pendapat bawahan 
dalam proses penyusunan anggaran. 

     

Kesediaan Berpendapat  

7. Staf (selain kepala Bapenda dan bendahara) 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

saran atau pendapat dalam proses penyusunan 

anggaran. 

     

8. Usulan anggaran dari saya berpengaruh dalam 

anggaran akhir 
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III. Akuntabilitas Kinerja 
 

No 
 

Pernyataan 
Penilaian 

1 2 3 4 5 

Kejelasan sasaran anggaran, visi misi suatu program  
1. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah 

dimengerti oleh semua aparat/pegawai dan pemimpin. 

     

2. Visi dan misi program Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sumatera Utara bekerja telah ditetapkan 

sesuai rencana strategi organisasi. 

     

Menetapkan dan mengontrol indikator kinerja yang berjalan  
3. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap 

kegiatan atau program yang akan dilaksanankan. 

     

4. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap 

kegiatan yang telah selesai dilaksanakan 

     

Mengakomodir perubahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja  

5. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 
Utara, laporan akuntabilitas kinerja digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam merencanakan 
program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. 

     

6. Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan 

(accountable) hasil dari suatu program/kegiatan yang 

telah dilakukan. 

     

Pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan memiliki keterkaitan  

7. Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara, terdapat keterkaitan yang erat antara 

pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. 
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LAMPIRAN HASIL PENGOLAHAN DATA  

MENGGUNAKAN SPSS VERSI 25.00 

 

 

Frequency Table 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 12 12.5 12.5 13.5 

4 62 64.6 64.6 78.1 

5 21 21.9 21.9 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.2 4.2 4.2 

3 11 11.5 11.5 15.6 

4 70 72.9 72.9 88.5 

5 11 11.5 11.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 29 30.2 30.2 30.2 

4 57 59.4 59.4 89.6 

5 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 3 25 26.0 26.0 26.0 

4 55 57.3 57.3 83.3 

5 16 16.7 16.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 9.4 9.4 9.4 

4 78 81.3 81.3 90.6 

5 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 18 18.8 18.8 18.8 

4 72 75.0 75.0 93.8 

5 6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.2 4.2 4.2 

3 36 37.5 37.5 41.7 

4 47 49.0 49.0 90.6 

5 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 34 35.4 35.4 35.4 

4 56 58.3 58.3 93.8 

5 6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
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X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 32 33.3 33.3 33.3 

4 54 56.3 56.3 89.6 

5 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 34 35.4 35.4 35.4 

4 55 57.3 57.3 92.7 

5 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 37 38.5 38.5 39.6 

4 55 57.3 57.3 96.9 

5 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 10 10.4 10.4 10.4 
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3 26 27.1 27.1 37.5 

4 57 59.4 59.4 96.9 

5 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 9.4 9.4 9.4 

3 33 34.4 34.4 43.8 

4 51 53.1 53.1 96.9 

5 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 37 38.5 38.5 39.6 

4 50 52.1 52.1 91.7 

5 8 8.3 8.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 31 32.3 32.3 32.3 

4 58 60.4 60.4 92.7 

5 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 12 12.5 12.5 13.5 
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4 65 67.7 67.7 81.3 

5 18 18.8 18.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 1.0 1.0 1.0 

3 37 38.5 38.5 39.6 

4 50 52.1 52.1 91.7 

5 8 8.3 8.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 29 30.2 30.2 30.2 

4 59 61.5 61.5 91.7 

5 8 8.3 8.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 26 27.1 27.1 27.1 

4 58 60.4 60.4 87.5 

5 12 12.5 12.5 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 31 32.3 32.3 32.3 

4 58 60.4 60.4 92.7 

5 7 7.3 7.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0  
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Y6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 20 20.8 20.8 20.8 

4 71 74.0 74.0 94.8 

5 5 5.2 5.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

Y7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 9 9.4 9.4 9.4 

4 78 81.3 81.3 90.6 

5 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 
Correlations 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

X1.1 Pearson Correlation 1 .314** .206* .174 .195 .310** .061 .544** 

Sig. (2-tailed)  .002 .044 .090 .057 .002 .556 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.2 Pearson Correlation .314** 1 .315** .213* .077 .173 .261* .593** 

Sig. (2-tailed) .002  .002 .037 .455 .093 .010 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.3 Pearson Correlation .206* .315** 1 .272** .119 .235* .269** .598** 

Sig. (2-tailed) .044 .002  .007 .248 .021 .008 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.4 Pearson Correlation .174 .213* .272** 1 .335** .362** .130 .600** 

Sig. (2-tailed) .090 .037 .007  .001 .000 .207 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.5 Pearson Correlation .195 .077 .119 .335** 1 .596** .170 .532** 

Sig. (2-tailed) .057 .455 .248 .001  .000 .098 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.6 Pearson Correlation .310** .173 .235* .362** .596** 1 .414** .701** 
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Sig. (2-tailed) .002 .093 .021 .000 .000  .000 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

X1.7 Pearson Correlation .061 .261* .269** .130 .170 .414** 1 .586** 

Sig. (2-tailed) .556 .010 .008 .207 .098 .000  .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran 

Pearson Correlation .544** .593** .598** .600** .532** .701** .586** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

Partisipasi 

Anggaran 

X2.1 Pearson 

Correlation 

1 .104 .249* .144 .238* .077 .339** .157 .534** 

Sig. (2-tailed)  .311 .014 .160 .020 .457 .001 .127 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.2 Pearson 

Correlation 

.104 1 .165 .141 .143 .119 .103 .218* .471** 

Sig. (2-tailed) .311  .107 .169 .164 .249 .320 .033 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.3 Pearson 

Correlation 

.249* .165 1 .184 .169 .112 -.020 .130 .459** 

Sig. (2-tailed) .014 .107  .073 .099 .276 .847 .207 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.4 Pearson 

Correlation 

.144 .141 .184 1 .228* .209* .098 .032 .471** 

Sig. (2-tailed) .160 .169 .073  .026 .041 .343 .757 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.5 Pearson 

Correlation 

.238* .143 .169 .228* 1 .256* .230* .232* .624** 

Sig. (2-tailed) .020 .164 .099 .026  .012 .024 .023 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.6 Pearson 

Correlation 

.077 .119 .112 .209* .256* 1 .127 .332** .559** 

Sig. (2-tailed) .457 .249 .276 .041 .012  .217 .001 .000 
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N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.7 Pearson 

Correlation 

.339** .103 -.020 .098 .230* .127 1 .234* .507** 

Sig. (2-tailed) .001 .320 .847 .343 .024 .217  .022 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

X2.8 Pearson 

Correlation 

.157 .218* .130 .032 .232* .332** .234* 1 .552** 

Sig. (2-tailed) .127 .033 .207 .757 .023 .001 .022  .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Partisipasi 

Anggaran 

Pearson 

Correlation 

.534** .471** .459** .471** .624** .559** .507** .552** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Y1 Pearson 

Correlation 

1 .118 .177 .131 .061 .275** .041 .506** 

Sig. (2-tailed)  .252 .084 .202 .556 .007 .695 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y2 Pearson 

Correlation 

.118 1 .231* .066 .234* .173 .038 .544** 

Sig. (2-tailed) .252  .023 .522 .022 .091 .715 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y3 Pearson 

Correlation 

.177 .231* 1 .233* .241* .174 .000 .584** 

Sig. (2-tailed) .084 .023  .023 .018 .090 1.000 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y4 Pearson 

Correlation 

.131 .066 .233* 1 .015 .309** .079 .516** 

Sig. (2-tailed) .202 .522 .023  .887 .002 .446 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y5 Pearson 

Correlation 

.061 .234* .241* .015 1 .046 .208* .499** 
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Sig. (2-tailed) .556 .022 .018 .887  .653 .042 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y6 Pearson 

Correlation 

.275** .173 .174 .309** .046 1 .347** .598** 

Sig. (2-tailed) .007 .091 .090 .002 .653  .001 .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Y7 Pearson 

Correlation 

.041 .038 .000 .079 .208* .347** 1 .398** 

Sig. (2-tailed) .695 .715 1.000 .446 .042 .001  .000 

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Pearson 

Correlation 

.506** .544** .584** .516** .499** .598** .398** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 96 96 96 96 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 96 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.681 .697 7 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 

X1.1 1.000 .314 .206 .174 .195 .310 .061 

X1.2 .314 1.000 .315 .213 .077 .173 .261 

X1.3 .206 .315 1.000 .272 .119 .235 .269 

X1.4 .174 .213 .272 1.000 .335 .362 .130 

X1.5 .195 .077 .119 .335 1.000 .596 .170 

X1.6 .310 .173 .235 .362 .596 1.000 .414 

X1.7 .061 .261 .269 .130 .170 .414 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 23.14 4.750 .328 .191 .664 

X1.2 23.29 4.588 .387 .211 .648 

X1.3 23.41 4.602 .401 .185 .644 

X1.4 23.30 4.529 .386 .207 .648 

X1.5 23.21 5.072 .387 .380 .652 

X1.6 23.33 4.582 .576 .510 .606 

X1.7 23.57 4.479 .342 .254 .665 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.621 .620 8 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

X2.1 1.000 .104 .249 .144 .238 .077 .339 .157 

X2.2 .104 1.000 .165 .141 .143 .119 .103 .218 

X2.3 .249 .165 1.000 .184 .169 .112 -.020 .130 

X2.4 .144 .141 .184 1.000 .228 .209 .098 .032 

X2.5 .238 .143 .169 .228 1.000 .256 .230 .232 
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X2.6 .077 .119 .112 .209 .256 1.000 .127 .332 

X2.7 .339 .103 -.020 .098 .230 .127 1.000 .234 

X2.8 .157 .218 .130 .032 .232 .332 .234 1.000 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 25.59 5.654 .349 .199 .581 

X2.2 25.53 5.788 .257 .084 .606 

X2.3 25.58 5.867 .255 .131 .606 

X2.4 25.68 5.863 .279 .116 .599 

X2.5 25.75 5.095 .408 .174 .560 

X2.6 25.80 5.360 .329 .172 .586 

X2.7 25.63 5.647 .293 .185 .596 

X2.8 25.55 5.597 .370 .198 .576 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 96 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 96 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.550 .557 7 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 



116 

 

116 

 

Y1 22.91 3.370 .244 .099 .525 

Y2 23.27 3.231 .269 .110 .516 

Y3 23.17 3.193 .348 .162 .482 

Y4 23.09 3.328 .247 .131 .525 

Y5 23.20 3.403 .243 .143 .525 

Y6 23.10 3.294 .410 .275 .467 

Y7 22.95 3.734 .200 .175 .538 

 
Regression 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Partisipasi 

Anggaran, 

Kejelasan 

Sasaran 

Anggaranb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .736a .542 .532 1.412 

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 219.200 2 109.600 54.936 .000b 

Residual 185.539 93 1.995   

Total 404.740 95    

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.102 2.215  1.852 .067 

Kejelasan Sasaran Anggaran .493 .059 .587 8.339 .000 

Partisipasi Anggaran .322 .055 .411 5.838 .000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 23.96 34.23 26.95 1.519 96 

Std. Predicted Value -1.967 4.795 .000 1.000 96 

Standard Error of Predicted 

Value 

.146 .740 .228 .102 96 

Adjusted Predicted Value 23.96 33.94 26.96 1.532 96 

Residual -6.409 2.948 .000 1.398 96 

Std. Residual -4.538 2.087 .000 .989 96 

Stud. Residual -4.927 2.235 -.003 1.024 96 

Deleted Residual -7.555 3.382 -.007 1.499 96 

Stud. Deleted Residual -5.700 2.286 -.010 1.071 96 

Mahal. Distance .019 25.094 1.979 3.698 96 

Cook's Distance .000 1.447 .026 .150 96 

Centered Leverage Value .000 .264 .021 .039 96 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 96 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.39751403 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.058 

Test Statistic .069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 
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b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.102 2.215  1.852 .067   

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

.493 .059 .587 8.339 .000 .996 1.004 

Partisipasi Anggaran .322 .055 .411 5.838 .000 .996 1.004 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


